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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman semakin maju qaukacara yang
dilakukan oleh manusia untuk melakukan suatu kagibisnis dan usaha, hal itu
terkait pula dengan semakin mudahnya akses yangt ddpilih untuk
menjalankan kegiatan bisnis tersebut. Perdagangtar aegara yang terpisah
jarak yang cukup jauh pun menjadi bukan suatu htanbang berarti.

Arus globalisasi menjadi isu yang dihembuskan elebara-negara maju
sebagai salah satu upaya agar industri dapat m&magilayah negara
berkembang dengan tanpa dikenai pajak yang besarteEsebut akan semakin
terbuka dan terwujud seiring dengan berjalannyadkeam teknologi. Indonesia
adalah salah satu negara berkembang yang sepakak unemajukan
perdagangan dunia dengan ikut serta menyetujui eetukan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) yang diadakan pada tangi§aApril 1994 di
Marrakash, Maroko yang kemudian pembentukannyaigahkan oleh Undang-
undang No 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November T@9ang Pengesahan
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan a.Dufrganisasi
Perdagangan Dunia atau WTO yang telah disepakedieldet memuat pula
ketentuan mengenai Persetujuan Aspek-aspek Dagaalg Aas Kekayaan

Intelektual (TRIP’S).



Sebagai konsekuensi persetujuan aspek dagang ahgidKI tersebut
maka Indonesia harus mengharmonisasikan sistemy#iikd dimilikinya dengan
sistem HKI Internasiondl

Semakin berkembang dan terbukanya kran globalidasiunia pada
umumnya dan Indonesia pada khususnya diiringi pelagan persaingan yang
diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari korasdierdagangan. Hal yang
tak bisa dihindari pula yaitu persaingan antaradpkolokal dan produk impor
baik untuk produk sejenis amupun produk yang beds | dan antara pengusaha
luar negeri dan pengusaha lokal khususnya yang el@agunit usaha mikro,
kecil dan menengah.

Guna menghadapi akan era globalisasi yang akamglagsisebut maka
Pemerintah khususnya Departemen Koperasi dan USéikeo, Kecil dan
Menengah telah membuat suatu rencana strategisdigngakan sebagai suatu
landasan dalam melakukan kegiatan. Salah satu gmogla yaitu melakukan
pemberdayaan terhadap masyarakat, yaitu usaha yhlagukan untuk
meningkatkan daya saing masyarakat menghadapi letmligasi yang akan
datang.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memberikaitités yang mudah
bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengligrisnya. Mulai dari
pemberian modal yang mudah dalam pengajuannya saiepgan pemberian
bantuan yang langsung dapat dirasakan oleh pargugahna mikro, kecil dan
menengah. Dengan adanya landasan ini harapannyarekaiptakan suatu iklim

yang kondusif dalam dunia perkembangan bisnis ldnysubagi UMKM.

! Insan Budi Maulan& ompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan
Konvensi-konvens di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaK1). Cetakan kedua, PT Citra
Abadi Bakti, Bandung, 2002, hal xiv.



Bila dirunut kembali usaha mikro, kecil dan mendngang ada di
masyarakat saat ini cukup banyak, ketika kita médak perbandingan kualitas
produk lokal buatan usaha mikro, kecil dan memenrggdt ini cukup bersaing
dengan produk asing, namun pola pikir masyarakaoriesia yang lebih
mempercayai bahkan mengunggulkan dan memilih preduilg daripada produk
buatan anak bangsa mengakibatkan terdesaknya plokiktersebut. Suatu hal
yang sangat ironi ketika melihat bagaimana menwamasa kebermilikan dari
masyarakat terhadap produk buatan negeri sendiri.

Problematika yang lain saat ini selain hal diatdalah karena produk
yang dimiliki oleh anak bangsa tersebut tidak mémguatu merek yang bisa
digunakan sebagai bahan pembeda dari produk yang Akibat dari tidak
adanya merek tersebut dapat kita ketahui dari psreeasyarakat yang memukul
rata suatu produk berdasar pengalaman. Sebagahcgaitu ketika ada pembeli
yang membeli sebuah tas tanpa merek di suatu senlnatri kerajinan tangan,
kemudian setelah beberapa saat dipakai tas tersebugalami kerusakan,
pembeli tersebut kemudian timbul pemikiran bahwalikas dari tas yang
diproduksi di sentra industri tas tadi memiliki ktes yang jelek. Padahal dalam
sentra industri tas tadi tidak hanya ada 1 pengyang membuat tas.

Indonesia saat ini masih digolongkan sebagai negarg masuk dalam “
Priority Watch List” dari Amerika Serikat, hal ini dikarenakan tingkat
pembajakan dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektang begitu tinggi.
Tingginya tingkat pembajakan tersebut dikarenakarmasim kurangnya
pengetahuan masyarakat dalam bidang Hak atas Kakayatelektual..

Masyarakat masih enggan untuk mendaftarkan hashtikitasnya untuk



mendapatkan perlindungan secara hukum, justru kekan mereka malah
memilih untuk mendompleng merek lain yang terkemaalg sudah terlebih dahulu
didaftarkan. Padahal hal semacam ini mengandungkorekarena dapat
dikategorikan sebagai pembajakan yang justru alemyebabkan kerugian

Hal inilah yang menyebabkan potensi yang dimilikeho masyarakat
Indonesia tidak tersalurkan dengan benar karenghrbasyak yang melakukan
face off atau mendompleng merek terkenal. Seharusnya naksyamdonesia
khususnya para pengrajin atau pengusaha mikrd, da&atimenengah memandang
ke depan dengan membuat merek sendiri yang terdefteena keuntungan yang
akan diperoleh jauh lebih besar. Apabila memisikatu merek terdaftar pada
produk yang diperdagangkan maka usaha kecil daemgah akan mendapatkan
hak atas merek terhadap produk tersebut.

Hak atas merek itu sendiri adalah hak eksklusifydiberikan oleh negara
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam DaftarubimMerek untuk jangka
waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merskhat atau memberikan ijin
kepada pihak lain untuk menggunakarhyRengertian tersebut mengindikasikan
bahwa pemilik merek akan mendapat pula perlindundgam pemerintah dari
tindakan pembajakan yang akan dilakukan oleh pyeakg tidak bertanggung
jawab yang ingin mengambil keuntungan dengan dagali dan juga pemilik
merek akan mendapat keuntungan karena bisa merabdigdensi kepada pihak
lain untuk menggunakan merek tersebut.

Selain alasan bahwa masyarakat lebih memilih kepeatduk luar negeri

terdapat pula alasan lain bahwa adanya suatu kelyp@haman dari para

2 Anonim, Konsultan Hukum Online.cqrdiunduh tanggal 17 Februari 2009
% Miru. Ahmadi,Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Pt.
RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2005, hal.12.




pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah di sentra Ilmduss Kecamatan
Tanggulangin tentang tata cara untuk melakukan aftarxdn merek dan
pertanyaan awal yang sering muncul dari pengragim gengusaha mikro, kecil
dan menengah adalah berapa harga atau biaya yang ti&eluarkan untuk
mengurus merek tersebut. Hal ini karena pada t&00# pernah diadakan
sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdaga&jadoarjo kemudian setelah
sosialisasi diadakan suatu pendaftaran merek skobaiif bagi para pengusaha
di sentra tersebut. Namun ketika merek tersebut diambil oleh para pengusaha
tersebut muncul harga atau biaya yang harus dibds@gan jumlah yang untuk
mereka pada saat itu cukup mahal dan dalam pancdaatga persepsi mereka
tidak sebanding dengan keuntungan yang akan metagat sehingga pada
akhirnya tidak semua pengusaha tersebut yang mdnigaerek mereka
Kebutuhan pertama yang cukup mendesak adalah meimeant
kesadaran yang mendasar dari pengusaha dan pertgragbut akan pentingnya
pendaftaran merek di era yang modern dengan pgesayang cukup berimbang
ini dan juga mensosialisasikan tentang bagaimaoaedur untuk melakukan
pendaftaran merek. Hal ini karena masih banyak ysatta dan pengarjin yang
belum paham dan mengerti tentang prosedur atagaedayang harus dilakukan.
Pemerintah sendiri telah mengeluarkan suatu ketarmiengenai tata cara
melakukan pendaftaran merek yang diatur dalaml gfasladang-undang No 15
Tahun 2001 tentang Merek. Pasal tersebut menjelasfarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohoraakndan tata cara yang

harus dilakukan dalam mengajukan pendaftaran md€etentuan lebih lanjut

* Hasil wawancara dengan Sam Khuret, Pengusahatiadadustri Tas Kecamatan
Tanggulangin. Diolah tahun 2009.



tentang syarat dan tata cara permohonan merek dikdunr tersendiri dalam
peraturan pemerintah. Bahwa menurut ketentuan pemnigku ketika kita akan
melakukan pendafataran merek maka kita harus mawgajkepada Direktorat
Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual ( Dirjen Hayang berada di kantor
pusat Departemen Hukum dan HAM Republik Indoned\amun untuk
mempermudah pandaftaran merek saat ini dapat #éakdi Departemen Hukum
dan HAM yang ada di tingkat provinsi.

Kekurangtahuan akan tata cara pendaftaran merelkelamungan yang
akan didapat oleh usaha mikro, kecil dan menengahielakukan pendaftaran
merek ini terjadi pula di wilayah Kabupaten Sidoafrovinsi Jawa Timur.
Kabupaten Sidoarjo terkenal dengan sentra indtasgtriyang dimilikinya yaitu di
wilayah Kecamatan Tanggulangin. Tidak bisa dipungkntuk skala lokal Jawa
Timur bahwa produk tas Tanggulangin sudah terkaekah kualitas yang bersaing
dengan produk impor serta didukung pula denganahgang terjangkau di
masyarakat.

Kemudian hal lain yang negatif dan dikenal daritisenndustri tas di
Tanggulangin yaitu bahwa di sentra tersebut adaigusanyak dijual barang
bermerek terkenal dengan harga yang miring, deadganya kenyataan ini maka
dapat diketahui bahwa di sentra industri tersellat suatu produksi tas yang
dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah markegiatan produksi
tersebut tidak dengan memberi label merek sendifaimkan dengan melakukan
penjiplakan merek yang diminati oleh masyarakadikimsi awal ini dapat
diketahui bahwa pengrajin tas atau pengusaha nkkml, dan menengah tersebut

tidak melakukan suatu pendaftaran merek sendsi@taduk mereka.



Memiliki kualitas yang cukup bersaing ini tanpa mgm merek yang
terdaftar maka akan menimbulkan kerugian sendihaap usaha mikro, kecil
dan menengah masyarakat tersebut. Padahal baatetiti kembali bahwa di
dunia bisnis merek sangat menentukan maju kembanggiyuah produk dagang,
karena merek berfungsi sebagai pembeda antarakpimehtan produsen yang
satu dengan produsen yang lain. Merek dapat pykdiklin sebagai alat
pencitraan bagi produsen atas produk yang merekia bu

Bila dilihat maka ada suatu kesenjangan antaramuglari dibuatnya suatu
produk hukum tersebut dengan kenyataan yang tedjatiasyarakat, tentunya
ada suatu alasan atau suatu kendala maupun suatlamayang mendasari
sehingga kesenjangan ini nampak jelas. Atas damaebut maka peneliti
mengambil tema ini untuk dijadikan proposal tugdsira

Penelitian tentang pendaftaran merek ini setelatelfie survey di Pusat
Dokumentasi llmu Hukum Universitas Brawijaya, Patalkaan Pusat Universitas
Brawijaya dan di Perpustakaan Umum Sidoarjo maslbnb ada yang meneliti.

Namun penelitian tentang merek sendiri ada beberapg telah meneliti.

1.2 Rumusan Masalah
a. Hambatan apa yang dialami oleh pengusaha mikroil kian
menengah di sentra industri tas Kecamatan Tanggiulashalam
pelaksanaan pendaftaran merek.
b. Upaya apa yang telah dan akan dilakukan PemeriDiaérah

Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan usaha mikegjl dan



menengah di sentra industri tas Kecamatan Tanggiulashalam

melakukan pendaftaran merek.

1.3 Tujuan Pendlitian

a. Untuk mengidentifikasikan, mendeskripsikan dan naedjsis
hambatan-hambatan yang dialami oleh Usaha Mikra;il Kaan
Menengah di sentra industri tas Kecamatan Tanggirlatalam
melakukan pendaftaran merek.

c. Untuk mengidentifikasikan, mendeskripsikan dan nae@djsis
upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh RPeale
Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kesaddan
pemahaman pemilik Usaha Mokro, Kecil dan Menengadedtra
industri tas Kecamatan Tanggulangin tentang penyiag

melakukan pendaftaran merek.

1.4 Manfaat Penélitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagkgrebangan
Hukum Perdata Bisnis terkait dengan bidang Hak &Ha&kayaan
Intelektual pada khususnya dalam hal prosedur ffizmda merek.
2. Secara Praktis
a. Dapat meningkatkan wawasan dan wacana penelitaitedengan

berbagai permasalahan yang terjadi terkait dalark Kekayaan



Intelektual khususnya tentang pendaftaran merek Bagha Mikro,
Kecil dan Menengah.

b. Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data pewgierintah
khususnya Dinas Koperasi, Pengusaha Mikro, Keail Menengah
untuk membuat suatu program yang sesuai denganana&sy terkait
dengan pendaftaran merek.

c. Sebagai sumber bacaan dan wawasan baru bagi nayg@ada
umumnya dan usaha mikro, kecil dan menengah padaukhya
terkait dengan pentingnya Hak atas Kekayaan Irtigd¢khususnya
terkait dengan pendaftaran merek.

d. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukgn pmneliti
berikutnya yang akan melakukan penelitian terkaiengan
permasalahan atau obyek yang sama di bidang Hak Kakayaan

Intelektual.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan terbagi dalam lima (5) bagyartu :
BAB| PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan mabhsdujuan penelitian,
manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB Il KAJIAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan kajian umum mengenai Hak Kekayitelektual,
kajian umum mengenai Merek dan kajian umum mengasaha mikro,

kecil dan menengah (UMKM)
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BAB Il METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan metode pendekatan, Igkaselitian, jenis dan
sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpdéa dan teknik
analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisi tentang hasil peneliiang telah dilakukan oleh
penulis dan pembahasannya yang dilakukan secakaptésanalisis yaitu
dengan menguraikan data-data yang telah diperddehpenulis dari subyek
terkait yaitu Usaha Kecil dan Menengah di Kabup&etoarjo dan Dinas
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupatafo.

BABV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasamgytelah dilakukan
oleh penulis dan saran yang oleh penulis dianggggatdditerapkan oleh

pemerintah untuk menyelesaikan masalah terkait.

Daftar Pustaka
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KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kagjian Umum Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKl)
2.1.1Pengertian Hak atas K ekayaan Intelektual (HaKl)

Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering pulabdisélaKl sulit untuk
didefinisikan. Bahkan Perjanjian Internasional &mgt Aspek-aspek Perdagangan
dari HaKl (The TRIPs Agreement) tidak memberikan definisi mengenai Hak
Kekayaan Intelektual. Meskipun demikian uraian degt Hak Kekayaan

Intelektual dapat digambarkan secara umum.

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan suatk yeng timbul dari
hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatodgk atau proses yang
berguna bagi manusia. Dapat pula dikatakan bahw#& &tlalah hak untuk
menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreasvintelektual yang lahir

karena kemampuan intelektual mantisia

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaaanatasksesuatu benda
yang bersumber dari kerja otak, hasil kerja raslasil dari pekerjaan rasio
manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupal®émmateriif. Hasil kerja
otak ini kemudian dirumuskan sebagai intelektuslit®rang yang optimal

memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yangelajar, mampu

® Anonim, Konsultan hukum online.corh7 Februari 20009.
® OK. Saidin.Aspek Hukum K ekayaan I ntelektual (Intellectual Property Right), PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke |V, 2004 Shal

11
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menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasi@raah menggunakan logika

(metode berpikir, cabang filsafat)

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pengertiasetart yaitu bahwa
HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungaarppan ide hasil dari
rasio manusia yang menalar dan informasi yang niiemilai komersial, HaKI
adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki danedgkukan sama dengan

bentuk-bentuk kekayaan lainfya
2.1.2 Cabang-Cabang Hak atas K ekayaan Intelektual

Indonesia adalah salah satu Negara yang ikut rfikasaii Pengesahan
Agreement Establishing the World Trade Organization melalui UU No. 7 Tahun
1994. Konsekuensiari ratifikasi ini mendorong Indonesia harus meaksn
harmonisasi hukum nasiontrhadap beberapa persetujuan internasional yang
tidak terpisahkan dari PersetujuBendirian Organisasi Perdagangan Dunia, di

antaranya RIPs Agreement®.

Konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka Indondglak dapat dan
tidak diperkenankan membuat peraturexira-territorial yang menyangkut
tentang perlindungan hak Kekayaan Intelektual, skxamua isu yang terdapat
dalam kerangka WTO, Indonesia harus mengakomodipayiag tidak harus

memenuhi (pengaturan) standar minim&m

" Ibid. Hal. 10

8 Lindsay. Tim, dkkHak K ekayaan Intelektual : Suatu Pengantar. Penerbit P.T Alumni, Bandung,
2006, hal. 3.

° Agus Riswandi, Budi. Makalah disampaikan dalrkshop yang bertemakaRrospek Hukum
Bisnis dan Pasar Modalyang diselenggarakan oleh Societies FH Ull di RalsuHukum UlI
tanggal 11 Maret 2005

1% saidin, OK. Op.Cit. hal. 23.
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Perundingan persetujuan umum tentang tarif danagertgan General
Agreement on Tariff and Trade/GATT) yang dilaksanakan pada tahun 1994 di
Marrakesh dan merupakan bagian dalorld Trade Organization (WTO) telah
menyepakati norma-norma dan standar perlindungafl ldan terdapat pula

mengenai pembagian HaKl yang terdiri atas bebezapang, yaitu :
1. Hak Cipta dan Hak-hak lairedpyrights and related right) ;
2. merek {rade mark, services marks, and names) ;
3. indikasi geografisgeographical indications) ;
4. desain produk industrir{dustrial design) ;
5. paten patens) termasuk perlindungan varietas tanaman;

6. desain tata letak sirkuit terpadayout design (topography) of

integrated circuits) ;

7. perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakaotdction

of undisclosed information) ;

8. pengendalian praktik-praktik curang dalam perjanjisensi

(control of anti competitive practicesin contractual licences)™
Pasal 1.Z'he TRIPs Agreement menyatakan bahwa HakKI terdiri dari :

1. Hak Cipta dan Hak Terkait ;

! Racmadi UmarHukum Hak atas K ekayaan I ntelektual. Penerbit P.T Alumni, Bandung,
2003 hal.1
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2. merek dagang ;

3. indikasi geografis ;

4. desain industri ;

5. paten;

6. tata letak (topografi) sirkuit terpadu ;
7. perlindungan informasi rahasia ;

8. kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidaktsehlam

perjanjian lisenst.

Berdasarkan GATT / WTO pengelompokan Hak atas Kaday

Intelektual dapat dikategorikan dalam kelompok gabherikut :
1. Hak Cipta Copy Rights)
2. Hak Milik (Hak Kekayaan) Perindustriam@ustrial Property Rights).
Hak cipta tersebut kemudian dibagi lagi menjadi, gadtu :
1. Hak Cipta ; dan

2. Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan Haka (inetghbouring

rights).

Istilah neighbouring rights belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa

Indonesia. Ada yang menerjemahkannya dengan idtiéghbertetangga dengan

12| indsay. Tim, dkk, loc cit.
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hak cipta, ada pula yang menerjemahkannya dengi#éahifak yang berkaitan
atau berhubungan dengan hak cipta, seperti yantakénb dalam Bab VA UU
No 12 tahun 1997, atau hak terkait seperti terecardalam Bab VII UU no 19

tahun 2002,

Convention Establishing The World Intellectual Property Organization
(WPO) yaitu organisasi antar-pemerintahtérgovernmental organization) yang
mulai berlaku sejak tahun 1970 dan mulai menjadnbiegga khusus atau
“specialized agency” dari Perserikatan Bangsa-Bantfsamengatur pula
pembagian Hak Kekayaan Perindustrian, yang kemudépat diklasifikasikan

menjadi :
1) Patent (paten) ;

2) Utility Models (Model dan rancang bangun) atau dalam hokum Ind@nes

dikenal dengan istilah paten sederhasnaye patent) ;
3) Industrial Design (Desain industri) ;
4) Trade Mark (Merek Dagang) ;

5) Trade Names (Nama Niaga atau Nama Dagang) ; dan

6) Indication of Source or Appelation of Origin (sumber tanda atau sebutan
asal).
Beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulieh para pakar dari

Negara yang menganut system hukAnglo Saxon, bidang hak atas kekayaan

13 3aidin. OK, Op.Cit, hal. 14.

* Harahap. M. Yahyalinjauan M erek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia
Berdasarkan UU no 19 tahun 1992, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, cetakan ke 1969
hal.141.
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perindustrian yang dilindungi tersebut ditambakhgi laeberapa bidang yaitu :
trade secrets, service mark, danunfair competition protection.

Berdasarkan kerangka WTO / TRIPs ada dua bidang yagg perlu
ditambahkan yakni :

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman ; dan

2. Integrated Circuits (rangkaian elektronika terpadu).

2.2. Kajian Umum Tentang M erek
2.2.1. Pengertian Merek
Pengertian merek menurut pasal 1 angka 1 UndangrgnNo 15 Tahun
2001 Merek adalah tanda yang berupa gambar, naate, kuruf-huruf, angka-
angka, susunan warna, atau kombinasi dari unswruessebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagaagang atau jasa.
Setelah membaca pengertian tersebut di atas dispatpulkan adanya
beberapa unsur merek, yaitu:

a) Syarat utama merek adalah tanda yang memiliki gayabeda
dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.

b) Tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri deasur-
unsur, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-gngksunan
warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

c) Serta merek tersebut digunakan dalam kegiatan gendan

barang dan atau jasa.
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2.2.2 Syarat Merek

Pengertian merek dalam pasal 1 Undang-undang Nddfun 2001
mengandung unsur bahwa untuk diakui sebagai suateknmaka harus memiliki
daya pembeda yang cukugaable of disinguishing). Jadi apabila telah memiliki
suatu daya pembeda yang cukup maka syarat awajaetebuah produk telah
terpenuhi. Selain itu syarat agar dapat dikatakédagai merek antara lain :

a. mempunyai fungsi pembeddi gtinctive, disinguishing) ;

b. mempunyai tanda pada barang dagang atau jasa {unsur
unsur gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angkga
susunan warna dan kombinasi unsur-unsur tersebut) ;

c. tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan aeng
kesusilaan dan ketertiban umum ;

d. Bukan menjadi milik umum ;

e. Tidak merupakan keterangan atau keterkaitan dengan

barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

2.2.3. Fungs Merek
Terdapat beberapa fungsi merek yang dapat kiténleyaitu :

1) Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasilksioghng dihasilkan
seseorang atau beberapa orang secara bersamatsamaadan hukum
dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya

2) Sebagai alat promosi, sehingga untuk mempromodikan produksinya
cukup dengan menyebut mereknya;

3) Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
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4) Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Apabila melihat fungsi ini maka bisa kita ketahahlwa merek merupakan
suatu alat pencitraan bagi produsen agar konsumamgetahui produk yang
dimiliki dan juga sebagai bukti rasa tanggung javdani produsen apabila di
kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan isai barang tersebut
mengandung unsur formalin atau mengandung bahaanmrelyang berbahaya
bagi kesehatan, dengan adanya merek maka masyarakgetahui pihak mana
yang bertanggung jawab atas produk tersebut.

Selain itu dalam hukum merek terdapat doktrin peesm yang timbul
berkaitan dengan fungsi merek, yaitu untuk membedantara barang atau jasa
yang satu dengan yang lainnya. Ada dua ajaranmpaeadalam merek yaitu:

a. Doktrin persamaan keseluruhan, dan

Menurut doktrin persamaan menyeluruh, persamaaekmer
ditegakkan di atas prinsipntireties ssimilar yang berarti antara
merek yang satu dengan yang lain mempunyai persaryaag
menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan seagtimal
yang menimbulkan persamaan

Untuk menentukan kualifikasi adanya persamaan secar
menyeluruh, ditegakkan di atas asas “perbandingeocara
menyeluruh” atau ¢ompared in their entireties’. Semua faktor
harus mirip mengandung persamaan dalam arti :

1) Sangat sama betul atavefy similar” atau "nearly

resembles’ ; dan

!> Harahap, M. Yahya, Op.Cit, hal 288.
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2) Penampilan dan perwujudan nyata-nyata sama
(actual appereance)®®.
b. Doktrin persamaan identik.

Doktrin persamaan identik ini mempunyai pengertebih
luas dan lebih fleksibel, bahwa untuk menentukaa adaknya
persamaan merek tidak perlu semua unsur secaral&tifnsama,
tetapi cukup beberapa unsur atau faktor yang relesga yang
sama sehingga terlihat antara dua merek yang dipéhgkan
identik atau sangat mirip. Jadi menurut doktrin amtara merek
yang satu dengan yang lain tetap ada perbedagn petedbedaan
tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekugtambeda
yang kuat sehingga satu merek dengan merek yangniaip
(smilar) maka sudah dapat dikatakan identik.

Doktrin persamaan dalam Undang-Undang Nomor 15 T&@01 dapat
dilihat dalam Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakanrm®&onan harus ditolak oleh
Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau kesahmya
dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdalédnih dahulu
untuk barang/jasa sejenis;

2) mempunyai persamaan pada pokoknya atau kesehluryh
dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak laimtul barang
dan/atau jasa sejenis;

3) mempunyai persamaan pada pokoknya atau kesahmya
dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) menyatakan : Pernashjuga harus ditolak

oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

18 |bid, hal 289.
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1) merupakan atau menyerupai nama orang terkeol, &tau

nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuatas

persetujuan tertulis dari yang berhak;

2) merupakan tiruan atau menyerupai hama atau aagknama,

bendera, lambang atau simbol atau emblem neganalatdaga

nasional maupun internasional, kecuali atas pgusetutertulis

dari pihak yang berwenang;

3) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atalatzapstempel

resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Heaier

kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang beangn

Ajaran persamaan dalam Undang-Undang seperti t#rseb atas

diejawantahkan dalam kata atau kalimat 'persamaaia pokoknya’, ‘persamaan
pada keseluruhannya’, ‘merupakan’, ‘merupakan mirudan ‘menyerupai’.
Undang-undang merek ini tidak memberikan arti daengertian untuk
membedakan kata-kata tersebut, tetapi memberikaeréea faktor sebagai unsur
yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaanagebag diuraikan dalam
penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Merek, yaitu:

1) Persamaan bentuk

2) Persamaan komposisi atau penempatan

3) Persamaan penelitian

4) Persamaan bunyi

5) Persamaan ucapan

6) Persamaan kombinasi unsur-unsur

Melihat rumusan Undang-undang No 15 tahun 200&beits terlihat jelas

maksud pembuat undang-undang bahwa undang-undangemganut doktrin

persamaan identik, yaitu bahwa adanya persamaaeluk@san atau pada

pokoknya diartikan sama dengan identik (sama sgrupa
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2.2.4 Yang Tidak Dapat Didaftarkan Sebagai Mer ek

Menurut UU No 15 Tahun 2001 Tentang merek hal-laagytidak dapat

didaftarkan sebagai merek adalah :

1. Merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikad

tidak baik (pasal 4);

. Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-

undangan dan ketertiban umum (pasal 5 (a));

Merek yang tidak memiliki daya pembeda (pasal } (b)
Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum (paga)®p

Merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang

berhubungan dengan barang atau jasa (pasal 5 (d));

2.25 Merek Yang Ditolak Pendaftarannya

Permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat @esidapabila Merek

tersebut:

a)

b)

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keselurgdnann
dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdafebih
dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenisal(f&as
(1.a));

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keselurgdnann
dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak laiul
barang dan/atau jasa sejenis (pasal 6 (1.b));

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keselurgdnann

dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal (p&(dat));
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d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butapat
pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasg trdak
sejenis sepanjang memenuhi persyaratan terteniy akemn
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerifgabkal 6
2);

e) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, dtda
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecwhs
persetujuan tertulis dari yang berhak (pasal §)3.a

f) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkata
nama, bendera, lambang atau simbol atau emblemranega
atau lembaga nasional maupun internasional, keatak
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang alp#s
(3.b));

g) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap ata
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lganba
Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis piak yang

berwenang (pasal 6 (3.c)).

2.2.6 JenisMerek
Merek itu sendiri menurut pasal 1 terbagi dalara jenis, yaitu :
1. Merek Dagang
Menurut pasal 1 angka 2 UU No 15 Tahun 2001 merek
dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa oemagas
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bersama-sama atau badan hukum untuk membedakaandeng
barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa
Menurut pasal 1 angka 3 UU No 15 Tahun 2001 mes& |
adalah Merek yang digunakan pada jasa yang dipand#gn
oleh seseorang atau beberapa orang secara bergaraatau
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasaissejen
lainnya.
3. Merek Kolektif
Menurut pasal 1 angka 4 UU No 15 Tahun 2001 merek
kolektif adalah Merek yang digunakan pada baranyadau
jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdgganoleh
beberapa orang atau badan hukum secara bersamasstauka

membedakan dengan barang dan/atau jasa sejemgdain

2.2.7 Sistem Pendaftaran Merek
Menurut Sugondo Soerodiredjo diseluruh dunia adpatn{4) sistem
pendaftaran merek, yaitu :
1.) Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu
Setelah ada pengajuan permohonan pendaftarank mere
maka merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut
segera didaftarkan dengan ketentuan bahwa syaaeitsy
permohonan merek telah terpenuhi, syarat tersettataalain

pembayaran biaya permohonan, pemerikasaan awal, dan
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pendaftaran. Sistem ini dianut oleh negara-negaBedua
Eropa antara lain Prancis, Belgia, Luxemburg, dam&nia.
2.) Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebihwaahul

Bahwa setelah ada permohonan merek yang masu& mak
kemudian diperiksa terlebih dahulu sebelum melakuka
pendaftaran merek lebih lanjut dalam Daftar Umunmtkia
masing-masing negara. Langkah awal yaitu terlelahutl
diumumkan dalanTrade Journal/Kantor Pendaftaran Merek
untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatagi b
pihak ketiga untuk mengajukan keberatan. Bila tidala
yang mengajukan keberatan maka pendaftaran messbtd
dapat dikabulkan. Negara-negara yang menganuirsiste
antara lain Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris.

3.) Pendaftaran dengan pengumuman sementara.

Setelah ada permohonan merek yang masuk makkisebe
merek tersebut didaftarkan maka terlebih dahulueknéiu
diumumkan untuk memberi kesempatan kepada pihagaket
untuk mengajukan keberatan-keberatan tentang penaiaf
merek tersebut.

4.) Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahuluartgnt
adanya merek lain terdaftar yang ada pendaftarannya

Apabila telah ada permohonan merek kemudian pemoh
pendaftarn merek tersebut diberi tahu bahwa meekny

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang
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telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang atama
sejenis’.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia dikenal ymladua sistem
pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan misteonstitutif (atributif),
Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek d&laihpendaftaran merek
menganut sistem konstitutif. Sistem ini mengikigiesn yang dianut pada UU no
19 tahun 1992 tentang Merek dimana sistem ini sefi@ya sudah diatur dalam
Sockholm Act 1967%. Sockholm Act 1967 merupakan rangkaian revisi dari
Konvensi Paris (1883); Brussel (1890);Washingto@9(@); Den Haag (1925);
London (1934); dan Lisabon (1958). Indonesia setelath meratifikasi Konvensi
Stockholm 1967 pada tanggal 20 Desember 1979.

Sistem konstitutif mengatur bahwa hak menguasaindanggunakan merek
baru didapat setelah melakukan pendaftaran, hdldrarti bahwa dalam sistem
ini pendaftaran merek harus dilakukan terlebih tlabatuk memperoleh hak atas
merek tersebut.

Penggunaan sistem konstitutif juga diimbangi dangetentuan yang dapat
menjamin segi-segi keadilan bagi masyarakat, atdars :

a) Pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah ;

b) Pembentukan komisi banding merek ;

c) Memberi kemungkinan untuk mengajukan gugatan yaahak tterbatas
melalui pengadilan Jakarta Pusat, tetapi juga mief@ngadilan negeri

lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap ;

" OK. Saidin. Op. Cit, hal. 362

'8 Harahap, M. Yahya, Op.Cit, hal 332

1% Soenandar, TaryanBerlindungan HaK | (Hak atas K ekayaan I ntelektual) di Negara-
Negara ASEAN. Sinar Grafika:Jakarta. 2007. cetakan kedua. Hal. 70
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d) Memberikan kemungkinan gugatan melalui Peradilaa Usaha Negara ;
e) Pada masa pengumuman permintaan pendaftaran minekgkinkan
pemilik merek yang tidak terdaftar yang telah memgkan sebagai

pemakai merek pertama untuk mengajukan keberatan.

2.2.8 Prosedur Per mohonan Pendaftaran M erek

Prosedur permohonan pendaftaran merek diatur dpksal 7, 8, 9 dan 10
Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek. -Pasal tersebut memuat
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam lBahadonesia
kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

a. tanggal, bulan, dan tahun;

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemoho

c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permoldiaprkan
melalui Kuasa,

d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pé&rdainya
menggunakan unsur-unsur warna;

e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yangnpuee kali
dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tenoai
dari satu orang atau beberapa orang secara berssmapadan
hukum.

(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaragébi

(5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih daiu $emohon
yang secara bersama-sama berhak atas Merek terssota
nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah adatnat
sebagai alamat mereka.

(6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pata(5),
Permohonan tersebut ditandatangani oleh salahdsatiPemohon
yang berhak atas Merek tersebut dengan melampp&esetujuan
tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

(7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud gzata(5)
diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itandiatangani
oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adaasultan
Hak Kekayaan Intelektual.

(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapaigtat sebagai
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengamatean
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Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatanniya dengan
Keputusan Presiden.

Pasal 8
(1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atah tdoi/atau jasa
dapat diajukan dalam satu Permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat gijs h
menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang teknoaséam kelas
yang dimohonkan pendaftarannya.
(3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksual gzt (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permolthaam lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 10
(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yangerest
tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah &dagRrepublik
Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Inddae
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b waji
menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebdgauisili
hukumnya di Indonesia
Selain memeriksa kelengkapan administratif terpaslaatu permohonan
pendaftaran merek, dalam waktu paling lama tigaulpuhari terhitung sejak
tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal juga mékkipemeriksaan substantif
terhadap permohonan, dan diselesaikan dalam wadlimgplama sembilan
bularf®.
Pemeriksaan sustantif itu sendiri dilaksanakamaedengan ketentuan

dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 UU No 15 tahun Ze@diang Merek.

20 Miru. Ahmadi, Op Cit, hal.39.
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2.3. Kajian umum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK M)

Menurut Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang &J84ikro, Kecil
dan Menengah memberikan pengertian tentang usdrta s@suai dengan pasal 1
ayat (1) yaitu "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang pangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhriakrit4ésaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kemudian dalam undang-undang ini dapat pula kitahe pengertian
tentang usaha kecil yang diatur dalam pasal 1 @)ayang berbunyi " Usaha
Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdamdiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan rkarupaak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasau anhenjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha meneatah usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaldaldm Undang-Undang
ini”.

Menurut pasal 1 ayat (3) undang-undang no 20 t&@8 bahwa usaha
menengah adalah usaha ekonomi produktif yang beselndiri, yang dilakukan
oleh orang perseorangan atau badan usaha yang buleanpakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimikkiashi, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usalal lk&au usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualaiman sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.
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2.3.2Kriteria Usaha
Kriteria untuk usaha mikro menurut Undang-Undang R® tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalahgaglzerikut:
1.) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.0&®.000,- (Lima
Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bamgiemapat usaha ;
2.) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyk 300.000.000,-
(Tiga Ratus Juta Rupiah).
Kriteria untuk Usaha Kecil menurut Undadundang No. 20 tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalahgaalzerikut:
1.) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.00D,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5@0000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan banguempat usaha;
atau
2.) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari R§20.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyRp.
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah
Kemudian kriteria untuk Usaha Menengah menurut dgdandang No.

20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Mgaénadalah sebagai berikut

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.@@0 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyaklB®00.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dangbaan tempat

usaha; atau
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2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengaling banyak Rp.

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.3.3. Kebijakan dan Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
a.Landasan Kebijakan

Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 nkampendasan
ideologi dan konstitusional pembangunan nasiormahdasuk pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Pelayman koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bagiaegral dari
pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakdonésia yang
demokratis, adil dan makmur sesuai dengan amamnatikiessi Undang-undang
Dasar Tahun 1945.

Rencana strategis Kementerian Koperasi dan UMKMIisiisun atas
dasar landasan idiil Pancasila dan landasan kosistital Undang-undang
Dasar Tahun 1945, Ketetapan MPR-RI, Undang-undaogidd 25/1992
tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 9/1&%%arg Usaha Kecil,
Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem PeraanaRembangunan
Nasional, Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentsaipa Mikro, Kecil
dan Menengah, serta berbagai undang-undang, pamap@merintah, Inpres

dan Keppres dan Perpres lainnya yang terkait.
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b. Program Pemberdayaan Koperas dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

Program pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPé&kbdre

Tahun 2004-2009 diarahkan pada 5 program pokoty:yai

1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagK\

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi tkmsggaranya
lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, silatn persaingan, dan
non-diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkdtmerja usaha UMKM,
sehingga dapat mengurangi beban administratif, htanbusaha dan biaya
usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usahaiu nhayanan
perijinan/pendirian usaha, dan partisipasi staldgrsl dalam pengembangan

kebijakan UMKM.

2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagMUM

Tujuan program ini adalah mempermudah, mempeatagi@n memperluas
akses UMKM kepada sumberdaya produktif agar mammmanfaatkan
kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdayhdeka menyesuaikan
skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiessenSipendukung dibangun
melalui pengembangan lembaga pendukung/penyeda pamgembangan
usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan beromittk meningkatkan
akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya prodskplerti sumber daya
manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasimasuk mendorong

peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembagakgan bagi UMKM.
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3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggubampekitif
UMKM

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan ji&a semangat
kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM gghirpengetahuan
serta sikap wirausaha semakin berkembang, prodialstivmeningkat,
wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknokgngkat jumlahnya, dan

ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang

4. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peatiap masyarakat
yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi disgtsmal yang berskala
usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluasigkin dalam rangka
memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upayaglatan kapasitas
usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mahdnkelanjutan dan siap
untuk tumbuh dan bersaing. Program ini akan mefi&si peningkatan
kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelalsaha serta sekaligus

mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pearbinmsaha.

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan ikaslkelembagaan dan
organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh béakembang secara
sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah rkefgan bersama bagi
anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, irsgda citra koperasi
menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkatenkleagaan dan
organisasi koperasi di tingkat primer dan sekurad@n tertata dan berfungsi

dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangaperasi semakin
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lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan kopeeasakin berfungsi efektif
dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang bhdst (practices) semakin

berkembang di kalangan masyarakat luas.

c. Pola Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam
Rangka Otonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang mekaipekewenangan
kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepantingasyarakatnya
sendiri maka pembinaan usaha mikro, kecil, dan ngade harus melibatkan
seluruh komponen di daerah. Peran Pemerintah Dasghhgai pelaksana
kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerahor®@t@kan sangat
menentukan bagi pembinaan UMKM.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka paarbiterhadap
usaha mikro, kecil dan menengah perlu dirumuskalandasuatu pola
pembinaan yang dapat memberdayakan dan mendoromygkatan kapasitas
usaha mikro, kecil dan menengah tersebut. Pola ipaaub tersebut harus
memperhatikan kondisi perkembangan lingkungan egjimtyang meliputi
perkembangan global, regional dan nasional. Disagnpiu juga pola
pembinaan tersebut hendaknya belajar kepada pemgalapembinaan
terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang ddiksanakan selama ini.

Pola pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan ngame yang
ditawarkan untuk meningkatkan kapasitas dan dayaysga dalam rangka
Otonomi Daerah antara lain adalah :

a) Pelaksanaan program-program pokok pengembangan UH€g

telah diatur di dalam RENCANA STRATEGIS 2004-2008ny
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meliputi; Program Penciptaan lklim Usaha yang KaiidBagi
UMKM, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usalga b
UMKM, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Kelagg
Kompetitif Bagi UMKM, Program Pemberdayaan Usahaal&k
Mikro, dan Program Peningkatan Kualitas Koperasi.

b) Pelaksanaan program-program pengembangan UMKM yang
disusun dengan memperhatikan dan disesuaikan konwdising-
masing Daerah, tuntutan, aspirasi dan kepentingesyanakat, serta
kemampuan Daerah.

c) Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerahjarakat,
lembaga keuangan, lembaga akademik dan sebagaialan d
melakukan pembinaan dan pengembangan usaha micd, dan
menengabh.

d) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatuerieah
Daerah agar mampu melaksanakan proses pembinaan dan
pengembangan terhadap usaha mikro, kecil dan maheng

e) Pengembangan perwilayahan produk unggulan sestengpalan
kemampuan yang dimiliki dalam suatu wilayah bagahas mikro,
kecil dan menengah dalama rangka meningkatkan siagg.

f)Mensinergikan semua potensi yang ada di Daerah kuntu
meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil danemngah
sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pengegaran

implementasi kebijakan Otonomi Daerah.
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g) Sosialisasi tentang kebijakan perekonomian nasidalaim rangka
memasuki era pasar bebas AFTASEAN Free Trae Area), APEC (
Asia Pacific Cooperation) dan WTO (World Trade Organization)
kepada seluruh kelompok usaha mikro, kecil dan mgaie
Seiring dengan semakin mendesaknya disahkannya atiaan baru yang
mengatur usaha mikro, kecil dan menengah yang laeivakili aspirasi maka di
tahun 2008 pemerintah telah membuat suatu undad@agnbaru yang mengatur
UMKM, dimana undang-undang baru ini secara otonmagsggantikan undang-
undang yang lama yang mengatur hal yang sama yaitlang-undang no 9
tahun 1995 tentang usaha kecil. Dengan adanya gadatang No 20 tahun 2008
ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh maggaranaupun pemerintah

dalam melakukan suatu kegiatan yang terkait.



BAB 111

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelifaryaitu dengan
metode yuridis sosiologis, yaitu mengkaji permdsatadari segi hukum yaitu
terkait dengan tata cara melakukan pendaftaranknyamreg diatur dalam pasal 7
Undang-undang No 15 tahun 2001.

Kemudian pendekatan sosiologis yaitu mengkaji peatadan dan
membahas penelitian dengan didasarkan pada kenyataag ada dalam
masyarakat, dalam penelitian ini maka fokus yakgnamenjadi kajian yaitu
mengenai hambatan yang dialami oleh usaha mikuil, k@ menengah di Sentra
Industri Tas Kecamatan Tanggulangin dalam melakyemdaftaran merek dan
mengenai upaya yang telah dan akan dilakukan olelasDKoperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Sidoarjo dalam meningkatkkesadaran usaha

mikro, kecil dan menengah untuk melakukan pendaitanerek.

2.Lokas Pendlitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu dilakukanwdiayah Sentra Industri
Tas Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo yang membiberapa pengrajin tas
dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah. Lokalpilih karena di sentra
industri tas tersebut terdapat cukup banyak pemgusian pengrajin tas yang

belum melakukan pendaftaran merek.

36
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3. Jenisdan Sumber Data

a. Jenis data yang diperoleh terdiri dari :
1) Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh pendhtii tangan pertama
atau dari sumber asalnya yang pertama yang belatahddan diuraikan
oleh orang lain. Data tersebut berupa keterangameémilik usaha mikro,
kecil dan menengah di wilayah sentra industri tagcafnatan
Tanggulangin mengenai berbagai hal yang terkaigalerpermasalahan
yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang peafaasn yang terjadi
dalam tata cara pendaftaran merek dan juga beraayang diperoleh
dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menen&atioarjo berupa
keterangan tentang berbagai upaya yang telah dam dikakukan oleh
dinas tersebut untuk meningkatkan pendaftaran meagk usaha mikro,
kecil dan menengah.
2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh ungdahelusuran
bahan-bahan kepustakaan atau publikasi badan peatedan swasta
Data tersebut berupa dokumen-dokumen, tulisaratuligurnal-jurnal
maupun literatur-literatur terkait dengan permdsata yang diangkat

dalam penelitian ini.

? Rahmad Syafa’at, dkik/ etodologi Penelitian Hukum. Malang:Universitas Brawijaya, 2000,
hal. 56.
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b. Sumber Data
1) Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara aegsndalam
(indepth interview) yaitu proses komunikasi antar beberapa orangkuntu
mendapatkan informasi atau keterangan secaragdisaa mencapai tujuan
yang diinginkaf®>. Data primer didapat dari wawancara kepada pemilik
usaha mikro, kecil dan menengah di Sentra Indus&#is Kecamatan
Tanggulangin, Sidoarjo dan di Dinas Koperasi, Peaga Kecil dan
Menengah Kabupaten Sidoarjo serta Koperasi Intakaog ynembawabhi
langsung pengusaha dan pengrajin tas di sentrastimndkecamatan
Tanggulangin.
2) Data Sekunder

Data ini didapat dengan melakukahbrary research (studi
kepustakaan) yaitu dengan melihat tulisan-tulisaaupnn penelitian
terdahulu dan dengan melakukan pencarian dalammbahaim lain yang
terkait dengan judul proposal. data sekunder diddpa studi di Pusat
Dokumentasi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitasavijaya,
perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan dpystakaan umum

Kabupaten Sidoarjo.

2 Burhan AsofaM etode Penelitian Hukum. Cetakan Ill, Rineka Cipta, Jakarta. 2001, hal. 56
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4. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh ung ydean diteliti oleh
peneliti yang dianggap mampu dan kompeten untuk akiwdan
memberikan keterangan yang diperlukan terkait dermsnelitian yang
dilakukan. Masuk sebagai populasi dalam penelitmradalah seluruh
usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di senugastri tas
Kecamatan Tanggulangin, menurut staf bagian pelisoten administrasi
umum Koperasi INTAKO yang menjadi pengusaha dan gyzgim
berjumlah 525 orang, Dinas Koperasi Usaha MikrogciKéan Menengah
Kabupaten Sidoarjo dan di Departemen Hukum dan HABVinsi Jawa
Timur serta di Koperasi INTAKO Kecamatan Tangguiang
b. Sampel

Sampel ini diambil dengan tekniurposive sampling. Populasi yang

masuk dalam kelas sampel yaitu :

1) 6 dari 525 orang pemilik usaha mikro, kecil dan evegah di di
wilayah Sentra Industri Tas Kecamatan Tanggulan§idparjo
yang belum memiliki merek terdaftar ;

2) 6 dari 10 orang pemilik usaha mikro, kecil dan nmgad di
wilayah Sentra Industri Tas Kecamatan Tanggulan§idparjo
yang memiliki merek terdaftar;

3) Pegawai bagian Perindag dari Dinas Koperasi, UMIRMrindag,

dan ESDM Kabupaten Sidoarjo yang membawahi seaagsiling
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usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di wild§atupaten
Sidoarjo.
4) Staf Koperasi INTAKO bagian Personalia dan Admmaisi
Umum.
c. Responden

Pengusaha dan pengrajin di sentra industri tas rKatm
Tanggulangin yang memiliki merek terdaftar yang ukassebagai
responden adalah sebagai berikut :

1) CV Mitra Mulia Perkasa pemilik merek terdaftar LIGAFRATI ;

2) H. Ismail sebagai pemilik merek terdaftar LUIS OABCI ;

3) Koperasi INTAKO pemilik merek terdaftar RORO ;

4) H. Misbach pemilik merek terdaftar La Dufa ;

5) H. Sungkono pemilik merek terdaftar CARL SANGKONiIgn

6) H. Dikun pemilik merek DELTONI.

Pengusaha dan pengrajin di sentra industri tas rKatzm
Tanggulangin yang belum memiliki merek terdaftangyanasuk sebagai
responden adalah sebagai berikut

1) H. Samsuri Khuret sebagai pemilik merek belum tiada

LASAMBORA ;

2) H. Siali;

3) H. Muntaji ;

4) H. Sumiran pemilik merek belum terdaftar ELITABESIan

SMASH ;

5) Imam Syafi'i ; dan
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6) H Sai'in.
Kepala bagian personalia dan administrasi umum kKspelNTAKO
Kecamatan Tanggulangin.
Kepala Bagian Perindustrian dan perdagangan Dirggeetasi, UMKM,

Perindag, dan ESDM Sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitiam yaitu
menggunakan metode Deskriptif Analisis. Metode Dipsk Analisis adalah
dengan cara menggambarkan kondisi di lokasi pé&relgehingga didapatkan
data-data yang faktual yaitu terkait dengan kendtda hambatan yang dialami
oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah di wilagga&mtra Industri Tas
Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo dalam melakukalgigaran merek dan juga
tentang upaya apa saja yang telah dilakukan oletefetah Kabupaten Sidoarjo
untuk meningkatkan pendaftaran merek, kemudiatesetiata yang didapat telah
mencukupi akan dilakukan suatu analisa mendalarakuntendapatkan suatu

jawaban atas permasalahan yang terjadi di lokasliien.

6. Definisi Operasional
a) Hambatan adalah segala sesuatu yang menjadi keralgilpengusaha
mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan untrkperoleh hak

terkait dengan pendaftaran merek.
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Pelaksanaan adalah proses, perbuatan melaksanaacangan,
keputusan dan sebagain¥a)

Pendaftaran merek adalah suatu upaya pengajuarsdtaia resmi
yang dilakukan oleh pengusaha dan pengrajin dir&dntustri Tas
Kecamatan Tanggulangin melalui Direktorat Jendetak kekayaan
Intelektual atas suatu merek baru yang diajukan.

Sentra industri adalah tempat yang terletak didbrigngah (bandar,
dan sebagainya), titik pusat, pusat (kota, indugigrtanian, dan
sebagainydf dalam wilayah industri tas Kecamatan Tanggulangin,
Sidoarjo.

Usaha mikro, kecil dan menengah adalshha produktif milik orang

perorangan dan/atau badan uspkeorangan yang berada di sentra industri
tas Kecamatan Tanggulangin yang memenuhi kritesahd Mikro, Kecil

dan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Unhan@0 tahun

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengabh.

3 pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasimahus Besar Bahasa Indonesia. Balai
Pustaka. Jakarta. Edisi ketiga. 2007. hal. 627
** bid. hal. 1040



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1.Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo
1.1 Kondisi Geogr afis

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya kabughtelawa Timur
yang terletak diantara dua sungai besar yaitu Bi@ntas (Porong) dan Kali Mas
(Surabaya) sehingga terkenal dengan sebutan kdta. Dabila dilihat dari
bentang alam, secara makro di sebelah timur teddiri kawasan pantai dan
pertambakan dan di sebelah tengah dan baratitetakrdaerah permukiman dan
pertanian. Secara geografis letak Kabupaten Swicadplah antara 192 —
112°9’ Bujur Timur dan 73’ — 7°5’ Lintang Selatan. Di sebelah Utara berbatasan
dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, di &ebBimur adalah Selat
Madura, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupasuruan, sedang di
sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Moj6kerto

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbags a& Kecamatan, 322
desa dan 31 kelurahan. Sedangkan desa-desa di &abufidoarjo terbagi
menjadi desa pedesaarur@ area) dan desa perkotaamrban area). Seperti
halnya daerah lain yang berada di sekitar garisukbiwa, Kabupaten Sidoarjo
beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musimmi&eau dan musim

penghujan. Musim kemarau berkisar antara bulan ddmpai September dan di

% perkembangan Ekonomi dan Industri Sidoarjo tali@82hal. 1, diolah tahun 2009
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Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hufanhu udara berkisar 20-
35 derajat Celsius.
Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,25d&fa berdasarkan
karakteristik topografinya terbagi atas tiga kigstu :
a) 0,3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan herair
asin/payau berada di belahan timur seluas 27.031H2 atau
37,82%
b) 3,10 meter merupakan daerah bagian tengah sekigar protokol
yang berair tawar seluas 25,889 Ha atau 36,24%
c) 10,25 meter terletak di daerah bagian barat sdl@d&24 Ha atau
25,95%.
Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupatero&ig yaitu air asin dan
tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian air di wilgggberasa asin seluas 163,13

Kmz2 dan 10 kecamatan murni air tawar.

1.2.Gambaran Demogr afis

Jumlah penduduk berdasarkan hasil penghitungastnag) pada tahun
2008 mengalami peningkatan menjadi 1.756.996 jiwa thhun sebelumnya
sejumlah 1.586.296 jiwa, sedangkan berdasarkanl Ipasyeksi penduduk
Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan menjadi 1941 jiwa dari tahun
sebelumnya sejumlah 1.869.008 jiwa yang terdifi.8B1 laki-laki dan 950.150
perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk sel®685 jiwa/kni.
Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanydilah Kecamatan Waru

yaitu 204.928 jiwa dengan tingkat kepadatan penklydiling tinggi, yaitu 6.759
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jiwa/km?. Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk goaléulikit yaitu
58.103 jiwa dan sekaligus menjadi kecamatan dehg@adatan terendah 717

226

jiwa/km® <>,

1.3.Kondis Ekonomi Daerah

Lokasi  Kabupaten Sidoarjo yang strategis di  kawasan
GERBANG-KERTOSUSILA dan merupakan hinterland ddmi IKota Provinsi
Jawa Timur sangat berpengaruh terhadap tingkatumpberthan ekonominya.
Beberapa faktor pendukung dari pertumbuhan Kabop&idoarjo, diantaranya:
memiliki dukungan infrastruktur dan utilitas yangilo (jalan, bandara, terminal,
telekomunikasi, dan sebagainya), dan sebagai kdtesiri yang didukung dengan
kegiatan perikanan dan pertanian yang maju.

Adanya bencana lumpur panas di Kecamatan Poroaj terpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dengan teskingsinya jalan tol
pada ruas jalan Porong—Gempol yang merupakan adit perekonomian dan
jalur transportasi orang maupun barang dari dan Sarabaya, telah
mengakibatkan dampak yang luar biasa antara lganingkatan pembiayaan
distribusi hasil produksi industri atau eksportidak dapat berproduksi dan atau
menurunnya produktivitas usaha di sektor indupgrdagangan, jasa, hotel dan
jasa konstruksi.

Menurunnya daya saing Sidoarjo sebagai salah sgant investasi di
Jawa Timur akibat investor takut lokasi usahanyajat® sasaran luapan lumpur,

juga berpengaruh terhadap Ilaju pertumbuhan investi@® menurunnya

28 |bid, hal. 2



46

produktivitas usaha dan masyarakat. Hal ini akamldmepak terhadap sulitnya
upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekddidwarjo, perluasan
kesempatan kerja serta peluang berusaha.

Salah satu upaya menaikkan kembali daya saing KebopSidoarjo
adalah dengan menggali potensi yang dimiliki. Psitaimggulan Kabupaten
Sidoarjo merupakan potensi yang dapat dikembanglkan mempunyai daya
saing di pasaran, baik karena ciri-cirinya yangsklkaialitasnya maupun harganya
yang kompetitif. Disamping itu juga, potensi unggultersebut berasal dari
pemanfaatan potensi yang berasal dari sumber daya dan kekayaan budaya
lokal yang potensial untuk ditumbuhkembangkan. Blemyata usaha Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo dalam menggali potensi unggulamalah dengan
dicanangkannya beberapa sentra usaha antara Emmpdeng Batik di Desa Jetis
Kecamatan Sidoarjo, Kampoeng Sepatu di Desa Mdjesakecamatan Krian,
Kampoeng Jajanan di Desa Kedungsumur Kecamatanbmegndan Kampoeng
Krupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon dan jungkkukan pembinaan
kepada sentra industri yang sudah cukup maju afearakampung Sepatu di
Desa Wedoro dan yang cukup terkenal di skala Id&mla Timur adalah sentra

industri tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin.

2. Gambaran Umum Sentra Industri Tas dan Koper Kecamatan
Tanggulangin
2.1 Letak Geografis Kecamatan Tanggulangin

Kecamatan Tanggulangin memiliki letak geografigwai sebelah utara

berbatasan dengan kecamatan Candi, di sebelah bierbatasan dengan Selat
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Madura, di sebelah barat berbatasan dengan kecamalkangan, dan di sebelah

selatan berbatasan dengan kecamatan Porong.

2.2 Sgjarah Sentra Industri Tasdan Koper Kecamatan Tanggulangin

Pada awalnya pengrajin tas dan koper ada di Dedarsari, Kecamatan
Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur séjkin 1933. Pengrajin di
desa ini pada awalnya hanya terdiri dari 5 oragkepa sebuah pabrik tas dan
koper di wilayah Surabaya yang berpikiran maju kmhengembangkan industri
tas dan koper ini di desa mereka. Karena membgapdda waktu itu banyak
untungnya. Maka secara otomatis para tetangga whgh bisa membuat tas dan
koper mengembangkan usahanya masing-masing, sehseygakin lama maka
semakin banyak penduduk desa yang membuka usah@daing ini, yang
akhirnya menjadi home industri di Desa Kedensari.

Pada tahun 1960 dari 5 orang yang membuat ta&a@er berkembang
menjadi £ 80 unit. Karena semakin berkembang pesaka para pengrajin
mempunyai gagasan untuk membuat suatu wadah yabgnbek C.V dengan
nama C.V TANGGUL JAYA. Karena pengurus C.V tersekwtang kompak dan
tidak terkoordinir dengan baik maka C.V tersebubdyu Walaupun demikian
pengrajin tas dan koper tetap berkembang baik ggaipada tahun 1970-1972
bertambah menjadi £ 200 unit. Dengan semakin bdé&d&mya pengrajin, maka
diikuti pula oleh semakin bertambahnya produksidas koper yang berlebihan,
akan tetapi hal ini tidak diikuti oleh pengetahymmasaran yang baik. Sehingga

di Surabaya pada waktu itu mengalami over prodigssdan koper
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Pada tahun 1975 dari beratus-ratus pengrajin abagss orang yang
mempunyai gagasan untuk bisa membeli bahan balarsséersama dan bisa
menjual barang jadi secara bersama pula. Akhirayayysetuju dengan gagasan
tersebut ada 27 orang, itupun dari golongan peingrgang paling kecil.
Kemudian dibentuklah suatu wadah koperasi yang ridibama INTAKO
(INDUSTRI TAS DAN KOPER). Koperasi ini mempunyai jdan untuk
mengangkat harkat dan martabat pengrajin yang adaesa Kedensari dan
sekitarnya.

Karena yang menjadi anggota dari golongan yang@aecil, sehingga
untuk mendapatkan modal awal tiap-tiap anggota shamembayar simpanan
pokok Rp. 5.000,- setiap orang (5000 x 27 = Rp..AdH itulah sebagai modal
awal koperasi INTAKO. Karena sangat kecilnya mddalTAKO maka saat itu
INTAKO belum bisa punya tempat sendiri dan belursabberbuat banyak,
kemudian pada akhirnya INTAKO mendapat pinjamanpignyang berukuran
2mx2m dari salah seorang pengurus dan tempat teérsatetak di sebelah gang
rumah pengurus tersebut. Pada awal terbentuknyil@K hanya punya modal
Rp. 135.000,- , untuk membangun tempat dan mengjiundgin menghabiskan
dana lebih kurang Rp. 35.000,- sehingga tersisg Bgn 100.000,- yang akhirnya
digunakan sebagai modal dagang dan hanya bisaakgamuntuk menjual bahan-
bahan pembantu saja, misalnya : kertas, lem, hku,

Pada tahun 1976-1979 karena INTAKO semakin lama akem
berkembang maka pada tahun 1980 INTAKO bisa mendusdih yang berukuran
7mx20m, dan pada tahun 1981 Koperasi INTAKO sudaty@ gedung sendiri

yang berukuran 6mx20m = 120m2. Disaat itulah INTAK@wulai
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mengembangkan usahanya, disamping menjual bahandoalah bisa memberi
pekerjaan pembuatan tas dan koper kepada anggotanya

Dengan adanya toko tas dan koper yang dimiliki é&eperasi INTAKO,
perkembangan kerajinan tas dan koper di kecamasggulangin semakin
berkembang dan mengalami peningkatan yang bguartingkatan tersebut antara
lain :

1) Jumlah kunjungan tamu untuk melihat dan membelargbarang
kerajinan dari hari ke hari semakin meningkat.

2) Gagasan untuk meningkatkan hasil produksi oleh parsgrajin baik
model ataupun mutu semakin banyak dan berkembangmmgya.

Pada tahun 1985 mulai ada beberapa pengrajin yamgnib untuk
membuka toko atau showroom sendiri di depan rumahidgl ini dari tahun ke
tahun selalu mengalami peningkatan dan perkembayagansignifikan.

Kemudian semakin tahun pengusaha dan pengrajin gdadidak hanya
di wilayah desa Kedensari namun mulai berkembamgpaake desa tetangga
yaitu desa Kludan dan desa Kalisampurno serta Hesagan. Hal ini terjadi
karena para pengusaha tersebut memiliki beberayk $amili di desa tetangga
dan kemudian sanak famili tersebut mendapat ilmmup#angusaha yang telah ada
terlebih dahulu terkait dengan cara memproduksgdansamapi dengan cara
pemasarannya.

Data terkait dengan unit usaha yang ada di wila@iitra Industri Tas

Kecamatan Tanggulangin dapat dilihat dalam tabekiste:
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Tabd 1

Data Unit Usaha di Sentra Industri Tas Kecamatan Tanggulangin

DESA JUMLAH UNIT USAHA
Kedensari 72 unit
Kludan 141 unit
Ketegan 15 unit
Kalisampurno 23 unit

Sumber data : Data sekunder, diolah, tahun 2009

Industri tas dan koper ini juga menyerap tenaggkgng cukup banyak
sehingga mampu untuk mengurangi jumlah warga yiaag themiliki pekerjaan
atau pengangguran. Karena mampu mengurangi juméasigamgguran maka
otomatis industri ini juga mampu untuk mengangkatkat dan martabat para
pengrajin tas dan juga meningkatkan perekonomiamekae sehingga tidak
menjadi warga menengah ke bawah lagi. Secara laggswal ini juga
menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi danbenga pemerataan
ekonomi di wilayah tersebut dan diharapkan habkan terus dapat berkembang
dari tahun ke tahun.

Data terkait dengan jumlah tenaga kerja yang adavidiyah sentra

Industri Tas Kecamatan Tanggulangin dapat dililaddm tabel berikut :
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Tabd 2

Data Tenaga Kerjadi Sentra Industri Tas Kecamatan Tanggulangin

TENAGA KERJA (ORANG)
DESA PEREMPUAN LAKI-LAKI JUMLAH
Kedensari 231 219 450
Kludan 452 465 917
Ketegan 41 39 80
Kalisampurno 46 52 96

Sumber data : Data sekunder, diolah, tahun 2009.

Usaha di sentra industri tersebut semakin berkagioan penjualannya
tidak hanya untuk skala lokal Jawa Timur namun Budwmlai merambah ke
wilayah propinsi lain dan bahkan mulai melakukaspek produksi tas dan koper
ke negara-negara tetangga. Hal ini mulai terjadishun1998'.

Dengan mulai merambahnya produksi tas dan kopseliat ke wilayah
propinsi lain dan juga negara lain maka bertambah polume produksi yang
dilakukan oleh pengrajin dan pengusaha tas tersdbemgan meningkatnya
volume produksi maka bertambah pula nilai prodasi barang kerajinan yang
dihasilkan. Bahkan pengusaha menengah bisa mend@patungan sampai
Rp150 juta pertahdh dan juga koperasi INTAKO bisa mendapat keuntungan
hingga Rp 10 Milyar per tahuf.

Data terkait dengan nilai produksi yang ada di yatasentra Industri Tas

Kecamatan Tanggulangin dapat dilihat dalam tabekine

" Hasil wawancara dengan Sam Khuret, pengusahatlasaedustri tas kecamatan Tanggulangin.
Pada tanggal 21juni 2009

%8 |bid. diolah tahun 2009.

# Hasil wawancara dengan Siti Mintarsih , staf bagiarsonalia dan administrasi umum Koperasi
INTAKO, diolah tahun 2009.
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Tabd 3

Data Nilai Produksi di Sentra Industri Tas Kecamatan Tanggulangin

NILAl PRODUKSI
DESA VOLUME SATUAN NILAI (Rp)
Kedensari 482.050 BUAH 16.082.000.000
Kludan 1.155.540 BUAH 45.221.600.000
Ketegan 21.600 BUAH 864.000.000
Kalisampurno 14.600 BUAH 780.000.000

Sumber data : Data sekunder, diolah, tahun 2009.

Meningkatnya volume produksi sebanding dengan mmdainya nilai
investasi dan bahan baku yang harus dikeluarkam md®agrajin dan pengusaha
tas tersebut. Hal inilah yang menjadi indikasi bahwerekonomian di wilayah
tersebut mulai berkembang dan berdampak pula dengemingkatnya
perekonomian dari sektor lain semisal jasa eksped#i pengiriman barang,
penjualan kulit dan kulit imitasi, jasa sablon,. ddengan bertambahnya volume
produksi maka dipastikan pula pendapatan dari pargusaha dan pengrajin
tersebut akan meningkat dengan cukup signifikan.

Data terkait dengan nilai investasi dan nilai balaku yang ada di
wilayah sentra Industri Tas Kecamatan Tanggulanigipat dilihat dalam tabel

berikut :
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Tabd 4
Data Nilai Investasi dan Nilai Bahan Baku di Sentra Industri Tas

Kecamatan Tanggulangin

DESA NILAI INVESTASI (Rp) | NILAI BAHAN BAKU
(Rp)

Kedensari 5.629.500.000 5.065.830.000
Kludan 9.262.400.000 14.559.604.000
Ketegan 765.329.000 267.840.000

Kalisampurno 690.000.000 241.600.000

Sumber data : Data sekunder, diolah, tahun 2009.

B. Pelaksanaan Pendaftaran Mer ek
1. Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Sentra Industri Tas Kecamatan
Tanggulangin.

Dalam era modern dan globalisasi yang semakin oejpgan pesat maka
perlindungan terhadap suatu produk yang dimilikeholmasyarakat dengan
memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekaldalektual (HaKI) adalah
suatu hal yang harus diprioritaskan dan dijadikabagai suatu program
mendesak yangurgent untuk segera dilaksanakan. Hal ini karena dengan
terlindunginya produk dari masyarakat tersebut makan dapat memberikan
suatu proteksi dari hilangnya keuntungan dan jugaupakan salah satu bentuk
investasi untuk masa yang akan datang.

Salah satu perlindungan yang dapat dilakukan olasyarakat khususnya
pengusaha atau pengrajin adalah dengan memberikaek hagi produk hasil

produksi pengusaha atau pengrajin tersebut. Depgarberian merek terdaftar
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pada produk mereka tersebut maka secara langswuukpmpengusaha atau
pengrajin tersebut mendapatkan perlindungan sécdxam dari negara.

Agar mendapat perlindungan hukum dari pemerintakanmerek tersebut
harus didaftarkan terlebih dahulu. Merek tersebatu$ didaftarkan terlebih
dahulu melalui Direktorat Jenderal Hak atas Kekayagelektual. Prosedur awal
yang dilakukan adalah :

a. mengambil formulir pendaftaran di Depkumham proviatau dapat
dengan melalui website Ditjen HaKI

b. mengisi formulir sesuai dengan ketentuan yang ada.

c. mengirim kembali formulir tersebut ke Depkumham vmei dengan
menyertakan:

1) Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pamadafadalah
miliknya;

b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;

2) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendiadarbhukum
atau salinan yang sah akta pendirian badan hukpabila pemilik
merek adalah badan hukum Indonesia;

3) Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftasxekrdiajukan
melalui kuasa;

4) Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaeeek, yang
jenis dan besarnya ditetapkan Menteri;

5) Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pert&ali yang

menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjesmalya dalam
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bahasa Indonesia, apabila permintaan pendaftaraeknuajukan
dengan menggunakan hak prioritas;

6) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apapdrmintaan
pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunatmga merek

kolektif.

Undang-Undang no 15 Tahun 2001 itu sendiri mengasistem
pendaftaran konstitutif, yaitu bahwa hak mengudaaimenggunakan merek baru
didapat setelah melakukan pendaftaran, hal inirbdsahwa dalam sistem ini
pendaftaran merek harus dilakukan terlebih dahualwkumemperoleh hak atas
merek tersebut.. Dengan penggunaan sistem koifstitut maka timbul
konsekuensi yang harus dilakukan pula sebagai bgr@njaminan hak-hak atau
keadilan bagi masyarakat, antara 1ain

a) Pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah ;

b) Pembentukan komisi banding merek ;

c) Memberi kemungkinan untuk mengajukan gugatan yaahak tterbatas
melalui pengadilan Jakarta Pusat, tetapi juga mief@ngadilan negeri
lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap ;

d) Memberikan kemungkinan gugatan melalui Peradilaa Usaha Negara ;

e) Pada masa pengumuman permintaan pendaftaran menekgkinkan
pemilik merek yang tidak terdaftar yang telah memgdkan sebagai

pemakai merek pertama untuk mengajukan keberatan.

% Spenandar, Taryana. Loc.Cit.
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Dengan adanya beberapa ketentuan atau konsekeesebut maka saat
ini ketika ada pengusaha atau pengrajin yang inggtakukan pendaftaran merek
maka tidak perlu harus ke Kantor Pusat Ditjen Hg#tg ada di ibukota negara
namun cukup dengan melalui kantor-kantor cabangladirah yang biasanya
terletak di ibukota propinsi.

Pentingnya melakukan pendaftaran merek tersebattgigh disadari oleh
pengrajin dan pengusaha di sentra industri tas datan Tanggulangin.
Kesadaran ini timbul dari penalaran mereka akamlisoobyektif bahwa semakin
banyak produk asing yang masuk ke Indonesia dintemang tersebut dalam
kelas barang yang sama dengan produk yang mereita Aypabila dilihat dari
segi kualitas produk bahwa produk hasil dari UMKa&isebut mampu bersaing
dan memiliki kualitas yang bagus serta memilikigealyang bersaing pufa
Namun yang menjadi kendala adalah bahwa produlg asrsebut telah memiliki
merek sebagi identitas produk mereka, walaupunkraag produk asing tersebut
belum tentu merek yang terkenal.

Pencitraan atas produk inilah yang masih kurangliliroleh pengusaha
dan pengrajin di sentra industri tas Kecamatan galaggin sehingga berakibat
kepada kurang dikenalnya produk mereka tersebut.kbadisi tersebut dan juga
setelah mendapat sosialisasi dari pemerintah dgeraidilakukan hampir setiap
tahun dan bahkan di setiap kegiatan yang dilakakaentra industri tas tersebut
tentang pentingnya melakukan pendaftaran miérefaaka kemudian mulai

bermunculan pendaftaran merek yang dilakukan olaha ppengusaha dan

31 Hasil wawancara dengan H. Ismail, salah seorangysaha di sentra Industri tas Kecamatan
Tanggulangin. Tanggal 15 Juni 2009.

%2 Hasil wawancara dengan Budianto, kepala staf liderindustrian Dinas Koperasi, UMKM,
Perindag, dan ESDM Sidoarjo pada tanggal 30 Jui® 20
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pengrajin tersebut baik yang dilakukan dengan kiblekelalui fasilitas dinas
Koperasi, UMKM, Perindag, dan ESDM Sidoarjo maugang dilakukan secara
pribadi atau individu dengan langsung ke cabangitaKl yang ada di Dinas
Hukum dan HAM wilayah Jawa Timur yang berlokasbdrabaya.

Pendaftaran merek yang dilakukan oleh para pengdgn pengusaha
tersebut dilakukan setelah ada sosialisasi, ada gangan kesadaran sendiri, dan
ada pula yang memiliki kesadaran sendiri namunrbetemiliki pengetahuan
yang memadai tentang tata cara dalam melakukanafiareh merek sehingga
baru melakukan pendaftaran merek setelah mendagaalisasi dari dinas
Koperasi, UMKM, Perindag, dan ESDM Sidoarjo.

Setelah adanya sosialisasi tersebut dan semakigkmgar produk buatan
asing khususnya Chiffayang masuk ke Indonesia maka mulai ada beberapa
pengusaha besar yang memiliki skala penjualan dmita dan ekspor yang
melakukan pendaftaran merek. Kebanyakan dari pahgubesar ini memiliki
kesadaran untuk mendaftarkan merek berasal daraiiiimereka sendiri tanpa
sebelumnya mendapatkan sosialisasi dari pemetintatal ini terjadi karena
beberapa alasan, antara lain :

a) Skala usaha mereka yang tidak lagi hanya menjuadiutr mereka di
sentra industri Tanggulangin, namun sudah merankealdaerah dan

bahkan negara lain

% Hasil wawancara dengan H. Sam Khuret, pengusahaedira industri tas Kecamatan
Tanggulangin pada tanggal 21 juni 2009. Pengusamapengrajin di sentra industri tersebut
menjadikan barang Produksi China sebagai patokam #&kialitas produk mereka, selain itu
banyak produk dari pengusaha tas tersebut yang likieb@ntuk atau model yang sama dengan
buatan China tersebut karena penjiplakan yangukkak oleh produk China tersebut.

% Hasil wawancara dengan Budi Widiandoko, staf peaka Toko Tas Mitra Jaya Tanggulangin,
tanggal 30 Juni 2009

% Hasil wawancara dengan H. Ismail, Op.Cit.
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b) Tingkat persaingan yang ketat antara produk loksigdn produk asing
yang mulai masuk ke Indonesia akibat mulai dibekaknya era
globalisasi®.

c) Kesadaran yang mulai tumbuh tentang pentingnyakrssieagai identitas
dari produk yang dihasilkan dan juga sebagai beparktanggungjawaban
bagi produsen dari barang hasil produksi terselmga#ta konsumen
produk mereka.

Dengan pemberian merek tersebut maka produk yangekenebuat
harapannya akan dikenal oleh masyarakat luas, demgéai dikenalnya produk
mereka maka hal ini akan berimbas kepada meningkgtnmlah pembeli atau
pelanggan yang membeli produk mnereka. Dengan mleaimya pembeli maka
tentu saja hal ini selalu diimbangi dengan menihgk®a omzet mereka setiap
tahun.

Hampir setiap tahun pendaftaran merek dilakukah pga pengusaha tas
di sentra industri tersebut, dengan alasan yangedarbeda pula terkait dengan
pendaftaran merek yang dilakukan. Pada tahun 2@dwanh difasilitasi oleh
Dinas Koperasi, UMKM, Perindag dan ESDM Sidoarjtaklikan pendaftaran
merek secara kolektif dengan jumlah pengusaha jlamgadalah 47 orari§
Tujuannya adalah agar semakin banyak pengusahamanguntuk melakukan
pendaftaran merek baik sendiri maupun dengan tesillinas, salah satu kiat
yang dilakukan oleh dinas yaitu dengan menggratiskéaya pengurusan

permohonan merek yang dilakukan secara kolektif tdddmun dari 47 orang

®Hasil wawancara dengan H. Dikun, pengusaha di @ertidustri Tas kecamatan
Tanggulangin.tanggal 25 Juni 2009.

%" Hasil wawancara dengan Siti Mintarsih, staf KopertNTAKO bagian personalia dan
administrasi umum. Tanggal 22 Juni 2009.
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pengusaha dan pengrajin tas yang mendaftar tereabyt sekitar 5 orang yang
mengambil merek terseliit muncul beberapa hal dan alasan yang bermacam-
macam yang menjadi penyebab mengapa tidak semgussra dan pengrajin
merek yang mengambil merek yang telah mereka @&aftatersebut. Namun
kebanyakan beralasan bahwa pengurusan yang awghatia sampai dengan
turunnya sertifikat merek ternyata muncul biayafhiayang tetap harus

dikeluarkan oleh para pengusaha tas tersebut.

2. Proses Pendaftaran Merek
Dalam upaya untuk memperoleh hak atas merek terdeberapa proses
yang harus dilalui sampai kepada tahap terakhiuytarunnya sertifikat merek,
proses tersebut dikelompokkan menjadi beberapabagaitu :
a.Pemeriksaan Kelengkapan Administr atif
Pemeriksaan administratif ini berisi tentang tateaalan syarat yang harus
dipenuhi dalam mengajukan permohonan pendaftarasknMengenai tata cara
dan syarat yang harus dilakukan untuk memperoleiekrterdaftar diatur dalam
pasal 7 UU tentang Merek, pasal tersebut antanaskbagai berikut :
(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam lsahadonesia kepada
Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
a. tanggal, bulan, dan tahun;
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemoho
c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permolthaakan melalui

Kuasa;

% |bid.
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d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan p&ardainya
menggunakan unsur-unsur warna;
e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yamanuee kali dalam
hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
(2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (20 weaga dari satu orang
atau beberapa orang secara bersama, atau badan.huku
(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaragébi
(5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih data #emohon yang secara
bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua rRemaohon
dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebkgaat mereka.
(6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksudgyad45), Permohonan
tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemypduog berhak atas Merek
tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis mlaa Pemohon yang
mewakilkan.
(7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud agala(5) diajukan
melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandaangleh semua pihak
yang berhak atas Merek tersebut.
(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ad&bmisultan Hak
Kekayaan Intelektual.
(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapaigtat sebagai Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturaneiatah, sedangkan tata

cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Enesid
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Permohonan sebagaimana diatas tersebut harusdatgagani oleh
pemohon atau kuasanya dan dilampiri pula dengati Ipgknbayaran biaya
Kemudian bila pendaftaran merek tersebut dilakukéeh lebih dari 1(satu)
pemohon atau lebih dari satu badan hukum yang gwasasing pihak memiliki
hak atas merek tersebut maka nama orang-orangtdanbadan hukum-badan
hukum tersebut yang ikut mengajukan hak atas meseks dicantumkan semua
dengan memilih alamat salah satu dari pemohon aelaégmat yang digunakan
dalam mengajukan merek. Untuk penandatanganarpeiariohonan pendaftaran
merek tetap dilakukan oleh satu orang dan diland@nigan surat persetujuan dari
masing-masing pihak yang berhak. Namun apabil&kuki@n melalui kuasanya
maka setiap orang yang sama-sama memiliki hak ragagk tersebut haruslah
ikut semua untuk menandatangani surat kuasa tersebu

Surat permohonan tersebut harus dilengkapi défigan

a) Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pemdahya adalah
miliknya ;

b) Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan ;

c) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendiadarbhukum atau
salinan yang sah akta pendirian badan hukum, a@padamilik merek
adalah badan hukum ;

d) Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran meaghkdn melalui kuasa;

e) Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaadaftaran merek,
yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputdesreri, Pasal 10

ayat (1).

%9 Miru, Ahmadi. Op cit. hal. 21.
400K, Saidin. Op cit. hal. 369-370.
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Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan ditlllamnya
terdapat huruf selain latin atau angka yang tidakm digunakan dalam bahasa
Indonesia, wajib disertai terjemahannya dalam kmHadonesia, dalam huruf
latin atau angka yang lazim digunakan dalam baHadanesia serta cara
pengucapannya dalam ejaan I&timujuan dari adanya peraturan seperti di atas
adalah untuk mempermudah pemeriksaan dan juga aebalgh satu langkah
untuk perlindungan masyarakat konsumen.

Kemudian ketentuan mengenai syarat dan tata caraopenan diatur
lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (pasal 913Uahun 2001). Permintaan
pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik a@ugyberhak atas merek yang
bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di ludayah RI, wajib diajukan
melalui kuasanya di Indonesia (pasal 10 (1)UU Ndabbin 2001).

Pemilik atau yang berhak atas merek tersebut vajia menyatakan dan
memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnyadbnesia (pasal 10 (2)).
Dengan adanya aturan ini maka hal ini bertujuarulumhemudahkan proses
pendaftaran merek yang sedang berlangsung dan agajuan untuk lebih
menjamin berlakunya Undang-Undang Merek Indonesrhatdap merek yang
diajukan karena pihak yang mendaftarkan merek latseelalu dianggap
berdomisili di Indonesia.

Apabila semua syarat administratif yang diwajibkantuk dilaksanakan
oleh pemohon telah dipenuhi maka Ditjen HaKl segeedakukan pemeriksaan
kelengkapan syarat administratif permohonan daandalalam tenggang waktu

14 (empat belas) hari telah membuat surat penenimaa

“1bid. hal 370.
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b. Permohonan untuk lebih dari satu Kelas Barang dan/atau Jasa

Pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan urghihIdari satu kelas
barang dan/atau kelas jasa sesuai dengan ketehtademark Law Treaty yang
telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Notofahun 199%7. Aturan ini
diadakan sebagai salah satu langkah efisiensi untrkbantu masyarakat yang
akan menggunakan mereknya untuk beberapa bararafalajasa. Selain itu hal
ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yak@n menggunakan
Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yantasuk dalam beberapa
kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan demgasedur administrasi yang
mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpasgtsdiiap kelas barang
dan/atau kelas jasa yang dimaksud.

Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang dan&da tersebut dapat
diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus mertka jenis barang dan /

atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohquiaataftarannya

c. Pemeriksaan Substantif

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) DitjelaKl melakukan
pemeriksaan substantif (pasal 18 (1)). Dan dalaktuyaaling lama 9 (sembilan)
bulan pemeriksaan substantif tersebut telah setbksdkisanakan (pasal 18 (3)).
Pemeriksaan substantif ini dilakukan berdasar ke#enpasal 4,5, dan 6 UU
Merek. Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan gpdikah pendaftaran merek

tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak atau merek tersebut

2 Miru, Ahmadi, Op.Cit, hal. 31.
3 Ibid. hal. 22.
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memenuhi unsur-unsur yang mengharuskan pendaftaggiek tersebut ditolak
atau tidak dapat didaftarkan.

Dan bila pemeriksaan substantif tersebut telahksilaakan maka atas
dasar laporan pemeriksa maka kemudian Ditjen HKigoenumkan pendaftaran
tersebut dalam Berita Resmi Merek (pasal 20 ayat(d Merek). Pengumuman
tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Pengnamutersebut dilakukan
dengan :

a) Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang dikenb
secara berkala oleh Direktorat Jenderal ; dan/atau

b) Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan rsedah
jelas dapat silihat oleh masyarakat yang disediakaim Direktorat
Jenderal HK1*.

Pengumuman tersebut dilakukan dengan mencantumkan :

a) Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuashilaapa
permohonan diajukan melalui pemohon ;

b) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek g@mohonkan
pendaftarannya ;

c) Tanggal penerimaan ;

d) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonanpgtama
kali, dalam hal permohonan diajukan dengan mendgmaak
prioritas ; dan

e) Contoh merek. Termasuk keterangan mengenai waamagjpiabila

etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atad bkealain

4 bid, hal 43
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huruf latin dan /atau angka yang tidak lazim didama dalam
bahasa Indonesia, harus menyertakan terjemahartga dhahasa
Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim didpanadalam

bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalamlair>.

d. Keberatan atau Sanggahan

Dalam jangka waktu pengumuman tersebut setiap waggara Indonesia
maupun asing berhak untuk mengajukan keberatanraseeatulis kepada
Direktorat Jenderal HKI atas permohonan dan dikenakiaya. Keberatan
tersebut diajukan apabila terdapat alasan yangpcdigertai bukti bahwa merek
yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yandaserkan UU Merek
tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak.

Apabila terdapat keberatan dari pihak tertentugekarat Jenderal dalam
waktu paling lama empat belas hari terhitung segakigal penerimaan keberatan
mengirimkan salinan surat yang berisikan keberag¢asebut kepada pemohon

atau kuasanya

e.Pemeriksaan Kembali

Kemudian apabila ada keberatan yang diajukan olabyarakat umum
atas merek yang dimohonkan pendaftarannya terselk& Direktorat Jenderal
akan melakukan pemeriksaan kembali. Pemeriksaan b&demterhadap
permohonan tersebut dilakukan dalam jangka wakiingpdama dua bulan

terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuuotem Direktorat Jenderal

S bid, hal. 43-44.
“®|bid, hal. 44.
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memberitahukan secara tertulis kepada pihak yanggajekan keberatan

mengenai hasil pemeriksaan kembali.

f. Penerbitan Sertifikat M erek

Dapat diketahui bahwa Sertifikat Merek diberikap&aa pemohon tanpa

melalui pemeriksaan kembali apabila :

a) Tidak ada keberatan pada saat pengumuman ; atau
b) Keberatan tidak diterima.

Sertifikat merek sesuai dengan pasal 27 ayat (3) Mkjek memuat

beberapa ketentuan, yaitu:

a)

b)

Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didediar

Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohdiagukan oleh
pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri damgymenggunakan
hak prioritas ;

Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan ;

Nama negara dan tanggal permohonan yang pertamia akabila
permohonan tersebut diajukan dengan menggunakaprivakas ;

Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangemgenai macam
warna apabila merek tersebut menggunakan unsurawaabila merek
tersebut menggunakan unsur warna dan apabila maexiggunakan
bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dkan/atau angka yang
tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, hanemyertakan

terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf I&din @angka yang lazim
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digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pegreyutya dalam ejaan
latin ;
f)  Nomor dan tanggal pendaftaran ;
g) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang merakdgétar; dan
h) Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
Dengan terbitnya sertifikat merek tersebut makaekngang dimohonkan
pendaftarannya oleh pemohon atau kuasanya tersd@iresmi terdaftar sebagai
merek yang dapat digunakan dalam perdagangan bdearigtau jasa di negara

Indonesia.

C. Hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Merek Bagi Pengusaha di Sentra
Industri Tas Kecamatan Tanggulangin.

Dalam pelaksanaannya pendaftaran yang dilakukam mlasyarakat ke
Ditien HaKIl baik secara kolektif maupun Individuaik melalui fasilitas
pemerintah maupun inisiatif sendiri tidak signifikdengan meningkatnya jumlah
pengusaha dan pengrajin di sentra tersebut. Bilauld&n diklasifikasikan
kembali maka dari pengusaha tersebut muncul bebeaégsan yang menjadi
hambatan dalam meningkatkan jumlah pendaftaran knéteambatan tersebut
antara lain :
1.Hambatan Yuridis

Hasil wawancara menunjukkan bahwa yang menjadi Btanbyuridis

dalam pelaksanaan pendaftaran merek adalah :
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L emahnya penegakan hukum
Bahwa para pengusaha tas di sentra industri tersatak
melakukan pendaftaran merek dikarenakan tidak adaonatu langkah
represif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mealkin mereka yang
tidak melakukan pendaftaran merek, bila pemerintakai bersikap tegas
mungkin akan dilakukan pendaftaran méfelSelama ini tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu mengguna&agkah persuasif
dengan cara melakukan pembinaan dan sosialisagi ditakukan cukup
intens.
Terdapat beberapa faktor pendorong kepatuhan naksfar
terhadap kebijakan publik, antara [&in
1) Adanya rasa hormat terhadap kewenangan serta lsaputu
lembaga pemerintah. Jika masyarakat telah terdidikik
mengakui otoritas yang dimaksud, mereka akan merasa
malu apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran
terhadap keputusan-keputusan.
2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan yaitu
penerimaan yang logis bahwa kebijakan itu memangrbe
benar diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan

warganya.

4" Hasil wawancara dengan H.Samsuri Khuret, pengusthsentra industri tas Kecamatan
Tanggulangin, tanggal 25 Juni 2009.

8 Wahyuni. Erma, dkkKebijakan dan Manajemen Hukum Merek, 2006, Yayasan
Pembaruan Administrasi Publik Indonesia ; Yogyakdntl.30.
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3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secata
dan konstitusional oleh lembaga yang berwenangigghi
masyarakat mau untuk mematuhinya.

4) Adanya kepentingan pribadi yaitu persesuaian antara
kebijakan publik dengan keinginan pribadi masingsimg
masyarakat.

5) Adanya ancaman berupa sanksi bagi mereka yang tidak
mematuhi kebijakan publik serta adanya keinginatukun
tidak dianggap terbiasa melanggar hukum

6) Karena lamanya waktu sehingga masalah yang dulu
kontroversial kemudian setelah lampau waktu tewtent
dapat diterima secara wajar dan ditaati.

7) Karena tidak ada kepastian hukum atau ketidakjelasa
kebijaka yang satu dengan yang lain. Adanya pedreda
penafsiran serta kepentingan sehingga menyebalkan t
ditaatinya kebijakan umum pemerintah atau kebijakan
publik.

Menurut pengusaha tersebut bahwa pendaftaran mestakah
merupakan hal yang wajib dilakukan apabila ada aktad represif
terhadap pemilik usaha tanpa merek terdaftar. gg@andalam UU Merek
sanksi yang dapat diberikan hanya kepada pihak gangan sengaja dan
tanpa hak menggunakan merek orang lain yang suetdhftar terlebih
dahulu (pasal 90 UU Merek). Dan tidak ada sanksgi mhak yang

menjalankan usaha tanpa merek terdaftar.
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Pendaftaran merek yang diatur dalam UU Merek adalatok
kepentingan individu pemilik usaha tersebut, bulkatuk orang lain. Jadi
apabila mereka ingin mendapat perlindungan hukum pgmerintah,
maka pendaftaran merek adalah langkah yang waj@mguh oleh para
pengusaha tas tersebut.

Melihat kondisi di masyarakat kita yang masih cukepng terjadi
ketimpangan informasi yang diterima dan juga tingk@mahaman dari
masyarakat yang tidak sama maka sikap pemerintagademelakukan
tindakan yang persuasif adalah langkah yang cukpptt Langkah ini
diambil sebagai bentuk upaya pembinaan denganmarjeagka panjang
yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dari ddreka sendiri karena

terbiasa.

2. Hambatan Non-Yuridis

Berdasar wawancara yang telah dilakukan kepada peleku usaha di
sentra industri tas Kecamatan Tanggulangin kemudiancul berbagai alasan
yang menjadi penghambat rendahnya tingkat pendaftaerek di sentra industri
tas tersebut, hambatan tersebut terbagi atas Ipebfadetor, yaitu :
1.)Kurang sosialisasi tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Bahwa pengusaha dan pengrajin di sentra indusBi Kecamatan
Tanggulangin kebanyakan tidak mengetahui tentangsiltan Hak Kekayaan
Intelektual itu seperti apa posisi dan lokasi skddudukannya. Semisal notaris
atau pengacara masyarakat umum mengetahui dengap baik, namun ketika

kuasa yang akan mereka berikan itu harus kepadasuitan Hak Kekayaan
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Intelektual itu yang cukup membuat kebingungan eted#i*® karena para
pengusaha tersebut tidak tahu tentang Konsultarkidkyaan Intelektual.

Dalam penjelasan pasal 7 UU Merek juga tidak didelu siapa dan
bagaimana kedudukan dari Konsultan Hak Kekayaaelektual. Ketika ada
pengusaha tas yang ingin menggunakan Konsultan Kédayaan Intelektual
maka akan menemui kesulitan ketika akan mengguniakasa tersebut.

Dalam pasal 5 UU no 10 tahun 2004 tentang Pembantieraturan
Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Peruoddaggan harus
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Rpuwmtamgan yang baik,
meliputi asas :

a) Kejelasan Tujuan;
Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bBahw
setiap pembentukan Peraturan. Perundang-undangams ha
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ

pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenisatitan

Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejaba

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang bemgvena
Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat déraiiau batal
demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabatg yadak
berwenang.

c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

“9 Hasil wawancara dengan H.Muntaji, pengusaha disémustry tas kecamatan Tanggulangin
pada tanggal 21 juni 2009.
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Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antaradenis
materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan uPamat
Perundang-undangan harus benar-benar memperhatilaari
muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundataprgannya
Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakanatadal
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-wardémagus
memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundanguugah
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosgfigdis maupun
sosiologis.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan
kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Rergnd
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutubiea
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyaiaédiangsa,
dan bernegara.

Kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan"hadala
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harusenakm
persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundel@ngan,
sistematika dan pilihan kata atau terminologi, sselifahasa
hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam patel@annya.
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g) Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah&ahw
dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-wamdamgai
dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pasamahersifat
transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruhisalap
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasmygk
memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (9) UU Merek tersebut telah memenetius. unsur
yang disyaratkan sehingga sudah dapat dikatakaagaeperaturan yang
baik, namun terkait dengan penjelasan masih aderée® kekurangan
yang perlu untuk ditambabhi.

Pemerintah sendiri dengan melihat semakin banyakrasyarakat
yang kurang paham akan Konsultan HKI kemudian meagean
peraturan yang mengatur tentang Konsultan Hak Kakayintelektual
dalam Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2005 tenkamgultan Hak
Kekayaan Intelektual. Pasal 1 UU Tentang Konsukil memberikan
pengertian bahwa Konsultan Hak Kekayaan Intelekddalah orang yang
memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektdan secara khusus
memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurpsamohonan di
bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola olhektorat Jenderal
dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan kited¢ di Direktorat

Jenderal.
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Sesuai dengan hierarki perundang-undangan makatugera
pemerintah ini bertujuan untuk memberikan penj@lgexaturan yang ada
di atasnya yaitu undang-undang. Namun dengan jawgkéu yang cukup
lama ini (4 tahun) sampai munculnya penjelasaratgnKonsultan HKI
ini menunjukkan bahwa selama jangka waktu tersbhnyak masyarakat
yang tidak mengetahui tentang Konsultan HKI karditk adanya
penjelasan dalam peraturan di bawahnya.

Dengan melihat kondisi obyektif yang terjadi di wyeaskat
tersebut maka ada perlunya untuk memberikan peajlatau sosialisasi
tentang Konsultan Hak Kekayaan Intektual agar pealga tas yang akan

menggunakan jasanya tidak mengalami kesulitan.

2.)Faktor Skala Usaha.

Hambatan ini sebagian besar dialami oleh para pgngrdan
pengusaha mikro, mereka beranggapan bahwa usapanereka laksanakan
masih dalam skala yang kecil dan tidak besar, rselai mereka hanya
melakukan kegiatan apabila ada pesanan dari m&syar®leh karena
kegiatan produksi yang mereka lakukan hanya apaulk pesanan maka
mereka beranggapan bahwa pendaftaran merek yaagukiin itu tidak
memiliki suatu relevansi dengan usaha metek®engan atau tanpa
melakukan pendaftaran merek usaha mereka akanbetapan.

Menghadapi pandangan dari masyarakat yang sepertiamang kita

akan mengalami kesulitan yang tidak akan ada hgdiddamun selalu ada

* Hasil wawancara dengan H.Siali, pengrajin di seintdustri tas kecamatan Tanggulangin pada
tanggal 20 juni 2009.
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celah yang bisa kita masuki untuk memberikan pemahgepada pengusaha
dan pengrajin tersebut, bahwa dengan melakukanafiarah merek maka
barang hasil produksi mereka tersebut mendapang@erigan dari pemerintah

sesuai dengan yang diatur dalam UU Merek.

3.)Faktor Biaya.

Para pengusaha dan pengrajin tersebut beranggapama Ipendaftaran
merek yang akan mereka lakukan tersebut membutubkgm yang tidak
sediki®. Dalam pandangan mereka bahwa mengurus merekbuerse
menghabiskan biaya sampai berjuta-juta dan kemudamgka waktu
perlindungan terhadap merek yang mereka daftarkaseliut tidak lama
sehingga membutuhkan pendaftaran merek kembali yengunya akan
membutuhkan biaya yang tidak murah pula.

Dalam sosialisasi yang telah dilakukan oleh dire&ait diketahui
bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengureieknterdaftar adalah
di kisaran Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiaRp-1.500.000,00 (satu juta

lima ratus ribu rupiahy.

4.)L emahnya Pengetahuan tentang Prosedur Pendaftaran Merek ;
Hal yang membuat mereka ragu ketika akan melakylenaftaran
merek adalah karena mereka tidak mengetahui bagairparosedur yang
harus mereka lalui dan lakukan untuk dapat memelerblak atas merek

tersebut. Kemudian mereka juga beranggapan bahwagunes merek

*1 Hasil wawancara dengan H Sai'in, pengrajin digeimtdustri tas kecamatan Tanggulangin pada
tanggal 20 juni 2009.
*2 Hasil wawancara dengan Budianto, Op. Cit.
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tersebut akan melelahkan karena waktu pengurusapasaurunnya sertifikat
merek itu cukup lanTd

Apabila mereka mau dan memiliki rasa tanggung jaweatg cukup
besar maka dengan membaca ketentuan yang terdapdd Merek maka
mereka akan mendapat pengetahuan tentang bagapr@sedur yang harus
mereka lakukan dalam pendaftaran merek. Dalam UWekMeemeriksaan
substantif dilakukan paling lama 9 (sembilan) bulpasal 18 ayat (3)),
kemudian apabila disetujui maka akan diumumkanndd@arita Resmi Merek
selama 3 (bulan) dan apabila tidak ada keberatary ydiajukan oleh
masyarakat umum maka pendaftaran tersebut dapetujdisdan kemudian
sertifikat merek telah dapat diterima oleh pemaohon.

Memang waktu pengurusan sampai dengan turunnydéiksgrmerek
memakan waktu yang tidak sebentar yaitu sekitasul@n tergantung dengan
kondisi obyektif yang dialami, namun tujuan darp&egurusan merek yang
tidak sebentar ini antara lain adalah memberi kes¢am kepada masyarakat
umum untuk mengajukan keberatan dan sanggaharpataswhonan merek
tersebut, sehingga dengan terbitnya merek ini faarthpannya tidak terjadi
sengketa yang akan membuat masing-masing pihak riudae waktu ekstra
dan konsentrasi lebih untuk menyelesaikan masalaimelalui Pengadilan
Niaga. Dan juga sebagai bukti kepada masyarakavdg@emeriksaan yang
dilakukan tidak dengan asal-asalan namun sesugademrosedur yang baku.

Dengan mengikuti sosialisasi yang dilakukan olahasliterkait maka

kita akan mendapat pemahaman yang tepat dan &k siengenai berbagai

*% Hasil wawancara dengan H Sumiran, pengusaha ttiasewlustri tas kecamatan Tanggulangin
pada tanggal 20 Juni 2009.
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hal terkait dengan Merek. Sehingga sosialisasidiagpat mengurangi dan

meluruskan pandangan atau persepsi yang salamdsyarakat

5.)Faktor Keserasian Bentuk

Bahwa setiap model tas tersebut maka logo ataukmereg akan
dipasang bentuknya harus mengikuti atau diserasakan dicocokan dengan
model tas tersebtft dengan alasan ini maka walaupun merek tersetap te
sama namun bentuknya akan berbeda-beda pula aatarproduk tas dengan
produk tas yang lain.

Dengan berbeda bentuk maka sesuai dengan aturankettantuan
yang terdapat dalam UU Merek yaitu Merek adalahlddagyang berupa
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susuwarna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memili&yal pembeda. Dengan
mengubah bentuk maka merek tersebut dapat puldkdmbahwa itu sudah
berbeda merek sehingga harus dilakukan pendaftaenrek kembali Hal
inilah yang menyebabkan pengusaha tersebut seteémhbaca UU Merek
malah semakin yakin untuk tidak melakukan pendaftamerek saat ini,
karena mereka beranggapan bahwa jika mendaftarkaskmya maka merek

yang harus didaftarkan tersebut tidak hanya satwndebih dari satu merek.

6.)Faktor Bahan Produksi
Di pengusaha tas tersebut terdapat pemahaman yaab, syaitu

bahwa untuk melakukan pendaftaran merek terhadsfukryang berasal dari

** Hasil wawancara dengan H. Sam Khuret, Op. Cit.
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bahan kulit maka harus dilakukan pendaftaran haknpgerlebih dahufd.
Sedangkan barang yang mereka buat adalah menggureltean imitasi
sehingga tidak perlu untuk didaftarkan mereRfya

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No 14 tahun 2001 tent@aten berisi
bahwa paten diberikan untuk Invensi yang baru damgandung langkah
inventif serta dapat diterapkan dalam industri. &dg#tan dalam produksi
yang dilakukan oleh pengusaha dan pengrajin diraendustri tas tersebut
adalah merubah bahan untuk membuat tas yaitu dharbimitasi menjadi
bahan kulit, dengan hanya mengganti unsur baharae faigkah produksi
yang dilakukan ini tidak termasuk dalam sebuahHKahgyang inventif yang
menghasilkan sebuah invensi baru sehingga untuk bma&mtas tersebut
dengan bahan kulit tersebut tidak perlu terlebihutla mendaftarkan hak
Patennya karena tentu saja produk ini tidak aké#wsldalam syarat awal
untuk memperoleh hak Paten.

Pandangan seperti ini agar tidak menjadi sebuahikpam yang
berlangsung terus menerus maka merupakan salatmaayang urgen untuk
segera diluruskan dan diberikan pemahaman yang ben@ang bagaimana
tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuaimdalelakukan pendaftaran

merek.

* |bid.
* Hasil wawancara dengan Imam Syafi'i, pengusahasetra industri tas kecamatan
Tanggulangin pada tanggal 21 juni 2009
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D. Upaya Pemerintah Daerah Mengatas Hambatan Bagi Pengusaha Di
Sentra Industri Tas Kecamatan Tanggulangin Dalam Pelaksanaan

Pendaftaran Merek

Menghadapi berbagai hambatan yang terjadi yang kibata kepada
tingkat pendaftaran merek yang masih rendah tersebka pemerintah daerah
dalam hal ini dinas Koperasi, UMKM, Perindag, da®lD® Sidoarjo memiliki
beberapa program dan juga strategi yang dilaksansébagai sebuah hasil dari
analisa kondisi obyektif yang terjadi di lapangaaity yang terjadi di sentra
industri tas Kecamatan Tanggulangin. Kondisi obyetdrsebut dirumuskan
dalam sebuah analisa SWOStréenght, Weakness, Oportunity, and Treatment).
Kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Strenght (kekuatan)

Dari analisa tentang kekuatan yang dimiliki terdemaka dapat
disimpulkan bahwa kondisi dilapangan adafah

a) Ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah

b) Hampir semua masyarakat mengusahakan

c) Dukungan infrastruktur dan teknologi

d) Sifatnya yang padat karya

e) Keahlian turun-temurun
2. Weakness (kelemahan)

Hasil dari analisa tentang kelemahan yang dimaikih usaha mikro, kecil

dan menengah di sentra tersebut adatah

*" perkembangan Ekonomi dan Industri Sidoarjo talfi@820p.Cit, hal. 17 diolah tahun 2009
*® Ibid, hal. 17, diolah tahun 2009
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a) Pola kemitraan belum optiomal

b) Tidak ada proses inovasi berlanjut

c) Aspek ketergantungan sangat kuat

d) Mata rantai distribusi yang bercabang

e) Dukungan permodalan yang minim
3. oportunity (peluang)

Peluang yang dimiliki oleh UMKM di sentra industas Kecamatan
Tanggulangin setelah dilakukan analisa adalah sébagikut® :

a) Kebutuhan pasar semakin besar

b) Terbukanya peluang investasi

c) Implementasi Otonomi Daerah

d) Kebijakan yang Pro usaha kecil kian luas

e) Kemudahan akses pasar Internasional
4. treatment (ancaman)

Dalam analisa yang dilakukan terdapat pula bebeamgaman yang
apabila dibiarkan maka dapat membuat UMKM mengalanatu keadaan
yang cukup tidak sehat dan bahkan tidak membawafaaianAncaman
tersebut antara laih:

a) Pencemaran Lingkungan

b) Kerusakan Ekosistem

c) Nilai tambah yang tidak optimal

d) Konflik kepentingan antar sesame

e) Instabilitas sosial — politik

% |bid, hal. 17, diolah tahun 2009
% bid, hal. 17, diolah tahun 2009
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Berdasarkan analisis SWOT diatas dapat dirumuslanbéli strategi
pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dufaten Sidoarjo secara
makro sebagai berikut :

Strategi 1  : Pengembangan investasi yang berosieekapor dan berwawasan
lingkungan.

Strategi 2 : Peningkatan pengolahan sumber daya alan pemberdayaan
sumber daya manusia.

Strategi 3 : Pengembangan infrastruktur pendukovestasi.

Strategi 4 : Pencegahan kerawanan sosial dengamngkaetkan SDM dan
penciptaan lapangan kerja.

Strategi 5 : Penatagunaan lahan dengan arah kabigengendalian perijinan
penggunaan lahan.

Strategi 6 : Pengembangan jaringan distribusdygcdokal.

Strategi 7 : Pengembangan program kemitraan.

Strategi 8 : Memfasilitasi dan mengkoordinasikanvtgudnya managemen
Industri dan Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo pankelanjutan.

Strategi 9 : Mendorong pertumbuhan dan pengembasgkior Industri dan
Perdagangan yang bertumpu pada potensi daerah.

Strategi 10 : Mendorong pertumbuhan dan pengemiasgktor Industri dan
Perdagangan kecil formal dan non formal sebagaerredtif

pengembangan usdha

®1bid, hal. 18.
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Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, dan ESDM Sidoarjoenniliki
program kerja yang menjagliatform dalam bertindak yaitu :
1. Kebijakan Internal
a) Memfasilitasi pengusaha untuk mendapat peluang kel besar.
b) Peningkatan kepuasan pelayanan dan perluasan ipatziui media
informasi dan promosi.
c) Pendayagunaan potensi daerah yang dapat digunakdok u
pengembangan sektor industri dan perdagangan.
2. Kebijakan eksternal.
a) Dukungan permodalan berupa pinjaman uang dengagadunak
dari Bank Pemerintah maupun Bank swasta.
b) Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar inst&nkait yang
saling mendukung dalam pembinaan dan pengembarejdar s
industri dan perdagangan.
c) Peningkatan jumlah bantuan industri kecil dan mgakrdan dari
bergulir secara kontinyu.
d) Iklim dan geografi Kabupaten Sidoarjo dalam ranghkatuk
tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang ditargdahi

industri dan perdagangan.

Setelah melihat bagaimana kondisi obyektif yangaderdi lapangan,
kemudian pemerintah daerah khususnya dalam hahdalah dinas Koperasi,
Perindag, UMKM, dan ESDM Sidoarjo membuat bebenagagram kerja mikro

yang dirumuskan sebagai upaya untuk menanggularhiabai hambatan yang
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terjadi di lingkungan pengusaha dan pengrajin diraelndustri Tas kecamatan
Tanggulangin. Upaya-upaya tersebut memiliki tujuan
a) Meningkatnya pendapatan dan taraf hidup pengusaltastri dan

Perdagangan khususnya UMKM.

b) Terpenuhinya barang dan jasa dipasaran dalam juddahharga yang
terjangkau.
c) Terlindunginya konsumen dari pemakaian produk.

Upaya-upaya dari dinas untuk mengatasi hambatag yemadi terkait
UMKM di sentra industri tas kecamatan Tanggularignsebut terbagi menjadi 2,
yaitu :

a. Upaya Yuridis

Upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dengan peat@ahan yuridis
tersebut antara lain :

1. Sosialisas tentang L angkah Per suasif

Dalam bertindak untuk memberikan pemahaman yangrbé&epada
pengusaha tas di sentra tersebut memang tidakulldaklangkah yang represif.
Namun dengan langkah yang persuasif dengan carébeniuan sosialisasi dan
memberikan info apabila ada pengusaha yang inglakulean pendaftaran merek
langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jadeias kepada pengusaha
dan pengrajin yang menjadi binaannya. Tanggung Qautuk meningkatkan
kesadaran pengusaha untuk melakukan pendaftaraek mejuannya adalah
terbangunnya kesadaran dari diri para pengusalseidiri tanpa adanya paksaan

dari pihak-pihak terkait.
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Selain itu pemerintah daerah dalam hal ini tidapatabertindak tegas
karena tidak adanya laporan dari masyarakat balelah terjadi pelanggaran
merek yang dilakukan oleh pengusaha dan pengexgeliut. Pelanggaran merek
adalah merupakan tindak pidana dengan delik adiah.pemerintah baru bisa
melakukan upaya penertiban dan penyelidikan apauk suatu laporan dari
masyarakat terkait dengan tindak pidana yang diakuApabila tidak ada maka
pemerintah pun tidak dapat untuk melakukan upaygwap selain dengan sikap

yang persuasif tadi.

2. Sosialisasi Tentang Konsultan Hak K ekayaan Intelektual

Dengan melihat kenyataan bahwa masih cukup barsgysaha tas yang
kurang tahu tentang Konsultan Hak Kekayaan InteldkiHKI) maka kemudian
dinas terkait membuat program sosialisasi tentammpsKitan HKI tersebut,
konsultasi ini dilakukan agar pemahaman tentangskibtan HKI ini menjadi
lebih gamblang dimiliki oleh para pengusaha tasetent. Namun apabila masih
mengalami kesulitan maka pengusaha tas tersebat dagminta kepada Dinas
untuk membantu melakukan pendaftaran merek. Sessalidilakukan dengan
memberikan penjelasan sesuai dengan Peraturan iR&heNo 2 tahun 2005
tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
b. Upaya Non Yuridis

Upaya non yuridis ini terdiri atas beberapa progrgaitu :
1. sosialisas yang berkesinambungan.

Dengan melihat masih banyaknya pandangan yang skhaasyarakat

tentang prosedur maupun syarat-syarat yang hapehuahi untuk mengajukan
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pendaftaran merek maka dinas merasa perlu untukkoedn sosialisasi. Apabila
hanya dilakukan dengan satu kali sosialisasi maleatdpeningkatan pemahaman
yang umum tidak akan dapat tercapai, oleh karen&emudian dinas membuat
program yaitu dengan melakukan sosialisasi yandselsarambungan dengan
tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakairngrierbagai hal terkait
dengan merek sehingga harapannya akan tercipta geatahaman yang berlaku
umum dan tidak separuh-sepdfuh

Sosialisasi ini dilakukan hampir di setiap kegiatemg dilakukan oleh
dinas terkait di wilayah sentra industri tas Kecamaranggulangin. Kemudian
ada waktu tertentu juga yang dilakukan oleh dinassks untuk sosialisasi
tentang merek. Sosialisasi tersebut dilakukan debgatahap dan berganti topik
atau tema setiap waktu sosialisasi. Sehingga penmahayang akan didapat

harapannya akan meningkat setiap selesai sataasaalisasi.

2. Bantuan Pendaftaran Merek dengan Sistem Sharing

Program ini dibuat agar pengusaha yang masih bddesar dan tidak
memiliki neraca keuangan yang stabil agar mau umtekakukan pendaftaran
merek. Dan sebagai upaya untuk menyamakan perbgpsia tidak hanya
pengusaha besar yang punya merek, namun pengusahadén mikro pun
apabila melakukan pendaftaran merek akan mendapatlngan yang signifikan
Program ini wujudnya adalah memberikan pembagemyysama besar antara
pengusaha dan juga dinas terkait dengan biaya fterata Jadi pengusaha dalam

mendaftarkan mereknya hanya perlu membayar sef&af#) dari biaya yang

%2 Hasil wawancara dengan Budianto, Op.Cit.
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harus dikeluarkan, sedangkan separuhnya lagi (5fi%@yar oleh pemerintah
melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, dan ESDMdirjo.

Sampai saat ini sudah ada beberapa orang pengysafysetelah mendapat
sosialisasi dan sesuai dengan program sepertasliyaing melakukan pendaftaran

merek?3,

3. Bantuan Pengurusan Pendaftaran Merek.

Dengan melihat kondisi di lapangan yaitu tentangimnya pendaftaran
yang dilakukan oleh pengusaha dan pengrajin draemdustri tas tersebut yang
masih minim walaupun telah dilakukan sosialisasakankemudian dinas terkait
membuat program dengan tujuan agar pengusaha yasi faelum mendaftar
dan masih ada keraguan maupun masih kurang tabta ¢@a yang harus
dilakukan untuk mendaftar mereknya) mau untuk miéademereknya.

Pemberian fasilitas ini dilakukan dengan maksud agaha dari UMKM
tas tersebut dapat mengalami peningkatan produd@y yukup signifikan dan
dapat membantu ekonomi untuk mereka sendiri maupambantu ekonomi
Sidoarjo agar meningkat dan dapat bersaing dendayah lain.

Wujud dari bantuan ini adalah pengusaha dapat gakapada Dinas
untuk meminta bantuan, kemudian merek yang akaukdia pendaftarannya
tersebut akan dibantu pengurusannya oleh dinasasaw®pgan terbitnya sertifikat

merek.

%3 Hasil wawancara dengan Budianto, ibid.
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4. Pemberdayaan pelaku usaha sektor industri dan perdagangan

Sektor Usaha mikro, kecil dan menengah saat iniahdsebagai penggerak
utama pembangunan ekonomi daerah yang berkelankasena merupakan
sektor awal atau dasar bagi bergeraknya ekonomalklamaka kemudian dinas
membuat program Pemberdayaan pelaku usaha sekigtindan perdagangan

yang memiliki spesifikasi program yaitu sebagaikaér:

1. Peningkatan motivasi berusaha

2 Pengembangan teknologi dan produk.

3. Peningkatan akses pasar.

4. Memperlancar arus distribusi barang dan jasa.
5. Peningkatan perlindungan konsumen.

Dengan tercapainya lima program khusus tersebuapbanya usaha
UMKM di wilayah Sidoarjo akan mengalami peningkatatak hanya dari sektor
produksi namun juga pelayanan serta penyaluranngahasil produksi dari
UMKM di sentra industri tas Kecamatan Tanggulartgiak hanya di skala lokal
Jawa Timur namun sudah mampu menembus pasar nadem&arapannya ke

depan dapat menembus pangsa internasional.

5. Pengadaan bazaar dan bantuan sosialisass tentang UMKM di
masyarakat umum
Program ini yaitu dengan melakukan bazaar di lotaet lan daerah-daerah
lain yang memiliki potensi (sebagai mitra di masag akan datang) bertujuan

agar produk tas di kecamatan Tanggulangin ini gikefeh masyarakat luas dan
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sebagai salah satu ajang promosi bagi pengusahpetaymajin serta membuka
peluang hubungan dengan pihak lain yang tertarikkumenjadi mitra bisnis.

Kemudian di setiap kegiatan yang dilakukan tersedmlalu diselipkan
sosialisasi terkait dengan lumpur Lapindo. Di maskat umum yang berasal dari
lain daerah sering ada salah persepsi yaitu balevanP TAS yang menjadi
korban luapan lumpur Lapindo adalah merupakan tempaluksi tas, padahal
yang benar yaitu bahwa Perum TAS memiliki kepamnganfanggulangin Anggun
Sejahtera bukan tempat produksi®tag\kibat dari kesalahan pemberitaan yang
terjadi di media massa tersebut berakibat pada menya animo masyarakat
yang akan membeli produk buatan Sentra IndustriKleecamatan Tanggulangin
atau berkunjung untuk sekedar melihat produk bugamtra Industri Tas
Kecamatan Tanggulangin .

Melihat kondisi tersebut kemudian dinas terkait faya para pengusaha
dan pengrajin di Sentra Industri Tas Kecamatan galaggin sering untuk
memberikan sosialisasi kepada masyarakat umumngeiisalahan pemberitaan
tersebut, bahkan sampai pula kepada pemanggilaad&emedia massa untuk

meluruskan hal tersebut.

% Hasil wawancara dengan Budi Widiandoko, Op.Cit.
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KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN
Terdapat beberapa hambatan pelaksanaan pendaftaran merek bagi
pengusaha di sentraindustri tas kecamatan Tanggulangin, antaralain :
1.Hambatan Yuridis, yaitu lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh
pemerintah.
2.Hambatan Non yuridis, antaralain :

a) Kurangnya penjelasan tentang Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual yang terdapat dalam pasal 7 ayat (8) UU Merek.

b) Sikap yang memandang pendaftaran merek tidak perlu dilakukan karena
melihat skala usaha mereka;

c) Persepsi bahwa pendaftaran merek memerlukan biaya yang mahd ;

d) Kurang tahu prosedur pendaftaran merek ;

e) Bahwatiap model tas tersebut harus menggunakan logo atau bentuk merek
yang berbeda-beda sehinggatercipta keserasian ;

f) Barang hasil produks mereka adalah berbahan imitasi sehingga tidak
perlu melakukan pendaftaran merek, dan apabila barang tersebut berbahan
kulit maka harus mempunyai hak paten terlebih dahulu.

Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, dan ESDM Sidoarjo berupaya untuk
mengatasi masalah yang terjadi dengan melakukan upaya-upaya sebagal berikut:
1.Upaya Yuridis, yaitu sosialisas tentang langkah persuasif yang dilakukan oleh

dinas.

89
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2.UpayaNon Yuridis, yaitu :

a)
b)
c)
d)
€)
f)

Sosialisas tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual ;
Sosialisas yang berkesinambungan ;

Bantuan pendaftaran merek dengan sistem sharing ;

Bantuan pengurusan pendaftaran merek;

Pemberdayaan pelaku usaha sektor industri dan perdagangan ; dan

Pengadaan bazaar dan sosialisasi di masyarakat umum.

2. SARAN

1) kepada Dinas Koperas, UMKM, Perindag, dan ESDM Sidoarjo, saran

tersebut antaralain :

a)

b)

pemberian penjelasan yang cukup jelas kepada pengusaha tas tentang tata
cara dan juga prosedur yang harus dilalui dalam pengurusan merek ;
meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengusaha tas untuk
menghadiri dan menjalankan sosialisasi yang mereka terima tentang
berbagai hal terkait dengan merek ;

pendampingan kepada pengusaha tas dalam pengurusan dan juga
pemberian fasilitas yang cukup memadai agar pengusaha tas tersebut

merasa diperhatikan dan tidak diabaikan oleh Dinas terkait.

2.) kepada pengusaha dan pengrain di sentra Industri Tas kecamatan

Tanggulangin, saran tersebut antaralain :
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a) melakukan pendaftaran merek karena pendaftaran karena dengan
pendaftaran merek maka usaha mereka dapat dikenal |uas oleh masyarakat dan
juga akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

b) menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah agar pemahaman
yang didapat terkait dengan merek adalah jelas dan tidak terjadi salah
persepsi.

c) meningkatkan kesadaran dari diri pengusaha dan pengrgin itu sendiri

terkait dengan pentingnya pendafatran merek itu bagi usaha mereka.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1993
TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490)
dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-
ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK.

BAB |
TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama
Permintaan Pendaftaran Merek
Pasal 1
(1) Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat.
(2) Bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.
(3) Pengisian formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2), (3), (4), (5), (6),
Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992.

Pasal 2
Setiap permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 wajib
dilengkapi dengan:
a. Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;

c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang
sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;

d. Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;

e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan
besarnya ditetapkan Menteri;

f. Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak
prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permintaan
pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;

g. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek
dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Pasal 3
(1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus dengan jelas dan
tegas menyebutkan bahwa:
a. merek yang dirnintakan pendaftaran adalah miliknya;
b. merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk
keseluruhan rnaupun pada pokoknya.
(2) Surat Pernyataan ditandatangani oleh pemilik merek dan bermeterai cukup.



(3) Surat Pernyntaan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai
teriemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 4
(1) Etiket merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berukuran:
a. maksimal 9 X 9 Cm;
b. minimal 2 X 2 Cm.
(2) Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna

(hitam putih).

Pasal 5
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Surat Kuasa
khusus untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan
mereknya.

Pasal 6
Salinan peraturan penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d
yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa

Indonesia.

Bagian Kedua
Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu
Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 7
(1) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam
rangkap empat.
(2) Bentuk dan isi formulir permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Setiap permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar
sebagaimana dimaksud Pasal 7 wajib dilengkapi dengan:

a. Surat Pernyataan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang
diproduksi dan diperdagangkan;

b. Salinan yang sah akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan Menteri
apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
c. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;

d. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek
terdaftar, apabila diajukan melalui kuasa;

e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan
rnerek terdaftar yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri.

Pasal 9

(1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a diberikan oleh pemilik merek
atau dapat pula berupa Surat Keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina
bidang usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

(2) Surat Pernyataan yang diberikan oleh Pemilik Merek harus memuat dengan jelas dan
tegas bahwa merek terdaftar yang permintakan perpanjangan jangka waktu
perlindungannya masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi atau
diperdagangkan.

(3) Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Pemilik Merek yang bersangkutan dan bermeterai
cukup.

(4) Apabila Surat Pernyataan atau Surat Keterangan tidak menggunakan bahasa Indonesia,
harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.



Pasal 10
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d harus menyebutkan
merek dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Pasal 11
Perubahan bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan formulir permintaan perpanjangan jangka waktu
perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan
oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Permintaan Pencatatan Pengalihan
Hak Atas Merek Terdaftar
Pasal 12

(1) Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan secara tertulis

dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.

(2) Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksud

e.

dalarn ayat (1) diajukan dengan menyebutkan:
a. Nomor dan merek terdaftar yang dialihkan;

. Nama, kewarganegaraan dan alamat lengkap pemilik merek terdaftar dan penerima hak

atas merek terdaftar yang dimintakan pencatatan pengalihannya;

. Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk

kepada hukum negara tersebut jika pemilik merek atau penerima hak adalah hadan
hukum;

. Nama dan alamat lengkap kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di

Indonesia, jika permintaan pencatatan pengalihan hak diajukan oleh pemilik atau
penerima hak yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara
Republik Indonesia.

Pasal 13
Setiap permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, harus dilengkapi
dengan:

. Pernyataan tertulis dari penerima hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi

perdagangan barang atau jasa;
b. Bukti pengalihan hak atas merek;
c. Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya;

. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang

sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek atau penerima hak atas merek
terdaftar adalah badan hukum Indonesia;

Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan pengalihan hak,apabila diajukan melalui
kuasa;

f. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan pengalihan hak, yang besarnya

ditetapkan Menteri.

Pasal 14
Pernyataan tertulis dan bukti pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a dan b yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, harus disertai terjemahahnya
dalam bahasa Indonesia.

Pasal 15
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal I3 huruf harus menyebutkan merek
terdaftar yang dialihkan beserta nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.



Bagian Keempat
Permintaan Pencatatan Perubahan Nama dan atau
Alamat Pemilik Merek Terdaftar
Pasal 16

(1) Permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kantor Merek.

(2) Permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alarnat pemilik merek terdaftar

a.

b.
C.

diajukan dengan menyebutkan:

Nomor dan pendaftaran merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama
dan atau alamat;

Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek terdaftar yang lama dan baru;
Nama balan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk
kepada hukum negara tersebut, apabila merek terdaftar yang dimintakan pencatatan
perubahan nama dan atau alamat pemiliknya adalah badan hukum;

. Tempat tinggal kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika

pemilik merek yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat bertempat
tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 17
Setiap permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat harus dilengkapi
dengan:

. Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat dari pemilik merek terdaftar yang

dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;

. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat

diajukan melalui kuasa;
¢ Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan perubahan nama dan atau
alamat.

Pasal 18
Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf a yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai
teriemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 19
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b harus menyebutkan merek
terdaftar dan nomor pendaftaran yang dimintakan perubahan nama dan atau alamat.

Bagian Kelima
Permintaan Penghapusan
Pendaftaran Merek Terdaftar
oleh Pemilik Merek
Pasal 20

(1) Permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek harus diajukan

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.

(2) Permintaan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diajukan dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomer pendaftaran merek yang
bersangkutan.

Pasal 21
Setiap permintaan penghapusan pendaftaran rnerek terdaftar, harus dilengkapi dengan:

a. Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya;
b. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan penghapusan, apabila diajukan melalui kuasa;

C.

Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek
yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;

d. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar,

yang besarnya ditetapkan Menteri.



Pasal 22
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus menyebutkan
merek terdaftar dan nomor Pendaftaran merek yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Permintaan dan Pencatatan Kembali
Pasal 23

(1) Permintaan pendaftaran merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar,
pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan atau alamat, penghapusan dan
pembatalan pendaftaran merek terdaftar yang telah diajukan berdasarkan Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, tetapi
belum terselesaikan pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun
1992 Tentang Merek, harus diajukan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan kembali dalam
tenggang waktu enam bulan setelah tanggal berlakunya Undang- undang Nomor 19
Tahun 1992 Tentang Merek.

(3) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam tenggang
waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), maka tanggal permintaan awal ditetapkan
sebagai tanggal penerimaan permintaan.

(4) Dalam hal permintaan pendaftaran merek, selambat-lambatnya empat belas hari sejak
tanggal Penerimaan permintaan kembali tersebut, Kantor Merek mengumumkan
permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 20
ayat (1) Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

(5) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diajukan kembali dalam
tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) maka permintaan tersebut
dianggap ditarik kembali.

Pasal 24
Merek terdaftar yang akan habis masa berlaku perlindungannya antara tanggal 1 April
1993 sampai dengan 1 Pebruari 1994, permintaan perpanjangan jangka-jangka waktu
perlindungannya dapat diajukan sebelum masa perlindungan merek yang bersangkutan
berakhir dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25
Dalam hal permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) dan Pasal 24 disetujui oleh Kantor Merek,
maka perlindungan hukum diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut
sejak tanggal berakhirnya perlindungan merek yang bersangkutan berdasarkan Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Pasal 26
Merek yang didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek
Perusahaan dan Merek Perniagaan yang disetujui perpanjangan jangka waktu
perlindungannya oleh Kantor Merek setelah tanggal 1 April 1993, dapat dimintakan
pembatalannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992
Tentang Merek.

BAB Il
PERUBAHAN DAN PENARIKAN KEMBALI
PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
Pasal 27

(1) Perubahan permintaan pendaftaran, merek hanya diperbolehkan terhadap penggantian

nama dan atau alamat pemilik merek yang bersangkutan.
(2) Perubahan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan sebelum

permintaan tersebut diumumkan sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1) Undang-

undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.



Pasal 28

(1) Perubahan permintaan pendaftaran merek selain yang ditentukan dalam pasal 27 ayat (1)
hanya diperbolehkan dengan cara menarik kembali permintaan pendaftaran merek
tersebut dan mengajukan permintaan pendaftaran merek yang baru.

(2) Penarikan kembali permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
maupun permintaan-permintaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor
19 Tahun 1992 tentang Merek hanya diperbolehkan selama permintaan tersebut belum
mendapat kaputusan dari Kantor Merek.

(3) Penarikan kembali permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dilakukan
oleh kuasa, harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk keperluan
penarikan kembali tersebut.

(4) Dalam hal permintaan ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka segala
biaya yang telah Dibayarkan kepada Kantor Merek tidak dapat ditarik kembali.

BAB llI
PENCANTUMAN NOMOR
PENDAFTARAN MEREK
Pasal 29
(1) Pemilik merek terdaftar wajib mencantumkan nomor pendaftarannya pada setiap
penggunaan merek yang Bersangkutan dengan menyebutkan:

(2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nomor yang diberikan
oleh Kantor Merek yang jangka waktu perlindungan mereknya masih berlaku dan telah
tercatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita resmi Merek.

(3) Apabila barang yang diproduksi atau diperdagangkan menggunakan pembungkus, maka
nomor pendaftaran dicantumkan pada pembungkus tersebut.

(4) Apabila barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan tidak menggunakan
pembungkus, maka nomor pendaftaran dicantumkan pada katalog, brosur, maupun
buku-buku petunjuk pamakaian dari barang atau jasa yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 30
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